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MAKLUMAT DOKUMEN

Informasi tentang dokumen perangkat lunak

Pemilik Dokumen Tim Teknis Perencanaan dan Implementasi
Aplikasi Produk Hukum dan JDIH

Penanggung Jawab Dokumen Tim Teknis Perencanaan dan Implementasi
Aplikasi Produk Hukum dan JDIH

Pendistribusian Dokumen

Copyright Copyright @ 2024 Engineering Proses Bisnis
PDAM Kota Surabaya
Seluruh informasinya adalah hak milik PDAM
Kota Surabaya yang tidak dipublikasikan dan
bersifat rahasia.

Kontrol Versi Dokumen
Seluruh versi dari dokumen ini didaftar berdasar kronologisnya. Tidak ada
hubungan antara nomor dokumen dan nomor versi perangkat lunak.

Versi
Dokumen

Tanggal Alasan
Perubahan

Versi Perangkat Lunak

Kontrol Revisi Dokumen
Seluruh revisi yang telah dilakukan pada dokumen ini, dapat diikuti pada tabel
berikut :

Nomor
Revisi

Tanggal Diperiksa oleh Keterangan singkat
perbaikan

2



DAFTAR ISTILAH

Guna memberikan gambaran yang sama terhadap beberapa definisi, istilah dan

singkatan yang digunakan di dokumen ini, perlu dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Aplikasi Produk Hukum: Sistem yang digunakan untuk mengelola

pengajuan, koreksi, dan penyusunan produk hukum di PDAM Surya

Sembada.

2. JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum): Portal yang

menyediakan akses publik ke dokumen hukum yang telah disahkan,

mencakup produk hukum internal PDAM.

3. Pengajuan Produk Hukum: Proses dimana user bagian mengajukan produk

hukum baru seperti peraturan perusahaan, peraturan direksi, keputusan

direksi, dan PSTJ.

4. Koreksi Kontrak: Proses koreksi atau perubahan kontrak yang diajukan oleh

user bagian untuk mendapatkan persetujuan manajerial.

5. Addendum: Dokumen yang menambahkan atau mengubah bagian tertentu

dari kontrak yang sudah ada, diajukan oleh user bagian melalui aplikasi.

6. SPV (Supervisor) Regulasi/Advokasi: Pengawas atau supervisor yang

bertugas memantau dan menyetujui proses pengajuan, koreksi, dan

penyusunan draft produk hukum.

7. Aplikasi Workflow: Sistem otomatis yang mengelola proses persetujuan

permohonan dan dokumen melalui alur kerja yang terstruktur.

8. Aplikasi Personal Assistant: Aplikasi mobile yang digunakan oleh pegawai

untuk persetujuan dan monitoring permohonan produk hukum dan koreksi

kontrak.

9. Monitoring Dokumen: Fitur yang memungkinkan pengguna memantau status
pengajuan, koreksi, dan persetujuan produk hukum dan kontrak dalam

aplikasi.

10.PSTJ (Persetujuan): Salah satu jenis produk hukum yang diterbitkan oleh

PDAM Surya Sembada, disetujui melalui sistem persetujuan yang terintegrasi.

11.Draft Produk Hukum: Dokumen awal produk hukum yang diajukan oleh user

dan dikoreksi serta disetujui oleh pejabat terkait sebelum disahkan.

12.QR Code: Kode yang digunakan dalam aplikasi untuk memudahkan distribusi

dan akses informasi terkait produk hukum yang disahkan.
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13.SK (Surat Keputusan): Dokumen resmi yang berisi keputusan hukum atau

administratif yang dikeluarkan oleh PDAM dan dapat diakses melalui aplikasi.

14.Mendata Kontrak: Proses di mana user bagian memasukkan data terkait

nomor, nilai, dan isi kontrak yang akan di-addendum atau dikoreksi.

15.Approval: Proses persetujuan dari supervisor, manajer, atau direktur terkait

terhadap pengajuan atau koreksi produk hukum, kontrak, atau addendum.

16.BAA: Perjanjian kerjasama / nota kesepahaman.
17.BAB: SPK Barang

18.BAJ: SPK jasa

19.BAP: SPK pekerjaan

20.ERD (Entity Relationship Diagram): Representasi visual yang

menggambarkan hubungan antara entitas-entitas dalam basis data. Dalam

aplikasi Produk Hukum dan JDIH, ERD digunakan untuk menunjukkan

bagaimana tabel-tabel yang menyimpan data terkait produk hukum,

permohonan, koreksi, persetujuan, dan pengarsipan saling terhubung.

21.Metadata: Deskripsi terstruktur dari elemen-elemen yang membentuk tabel

dalam basis data. Dalam konteks aplikasi Produk Hukum dan JDIH, metadata

berfungsi untuk menjelaskan detail setiap tabel, kolom, tipe data, dan peran

mereka dalam sistem.

22.BLOB (Binary Large Object): Tipe data yang digunakan dalam basis data

untuk menyimpan file besar seperti dokumen PDF.

23.WYSIWYG (What You See Is What You Get): Editor teks dalam aplikasi yang

memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengedit draft produk hukum

dengan format yang sesuai.

24. Integrasi Sistem: Proses penghubungan aplikasi Produk Hukum dan JDIH

dengan sistem lain seperti workflow dan personal assistant untuk memastikan

otomatisasi dan aksesibilitas yang lancar.

25.Approval Disposisi: Persetujuan yang diberikan dalam alur kerja aplikasi

untuk mengarahkan dokumen produk hukum atau koreksi kontrak ke tahap

berikutnya.

26.SPK (Surat Perjanjian Kerja): Dokumen perjanjian kerja yang mengikat

PDAM dengan vendor, yang bisa diajukan untuk addendum atau koreksi.

27.Riwayat Draft: Fitur untuk menyimpan versi revisi draft produk hukum,

termasuk versi bersih dan versi yang berisi catatan revisi.
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28.Template Produk Hukum: Format dokumen yang telah disediakan dalam

aplikasi untuk memudahkan pengguna menyusun draft produk hukum sesuai

jenisnya.
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1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Aplikasi Produk Hukum dan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum) dibuat untuk menjawab kebutuhan modernisasi dalam pengelolaan,

penyimpanan, dan distribusi dokumen hukum di PDAM Surya Sembada Kota

Surabaya. Dalam era digital, efektivitas dan efisiensi pengelolaan dokumen sangat

penting untuk memastikan bahwa proses pembuatan dan koreksi produk hukum

dapat dilakukan dengan cepat, akurat, dan mudah diakses oleh semua pihak yang

terlibat. Saat ini, banyak kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dokumen hukum

secara manual, seperti keterlambatan pengajuan, koreksi yang tidak terstruktur,

serta aksesibilitas yang terbatas bagi pihak internal maupun publik.

SRS (Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak) ini dibuat untuk memastikan

bahwa pengembangan aplikasi berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan

standar teknis yang diperlukan. Dengan adanya SRS ini, tim pengembang dapat

memahami secara rinci apa yang diharapkan dari aplikasi, mulai dari fungsionalitas

utama seperti pengajuan produk hukum, monitoring, koreksi kontrak dan addendum,

hingga integrasi dengan JDIH untuk memberikan akses publik terhadap produk

hukum yang telah disahkan.

Aplikasi ini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan

dokumen hukum, meminimalisir kesalahan manual, mempercepat proses

pengesahan, dan mempermudah akses informasi hukum bagi masyarakat. Selain

itu, aplikasi ini akan memastikan bahwa semua proses hukum dapat terdokumentasi

dengan baik dan transparan, mendukung tata kelola hukum yang lebih baik di

PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.

1.2. Perumusan Masalah
Dalam pengelolaan produk hukum di PDAM Surya Sembada, terdapat

beberapa kendala yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas proses administrasi.

Proses pengajuan, koreksi, dan persetujuan produk hukum serta kontrak masih

dilakukan secara manual, menyebabkan keterlambatan, kurangnya transparansi,

serta risiko kesalahan administrasi. Selain itu, keterbatasan akses publik terhadap

dokumen hukum yang telah disahkan mengurangi keterbukaan informasi.
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Berdasarkan hal tersebut, beberapa rumusan masalah yang dapat diajukan

adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem aplikasi yang dapat mengotomatisasi

proses pengajuan, koreksi, dan persetujuan produk hukum di PDAM

Surya Sembada?

2. Bagaimana memastikan pengelolaan dokumen hukum dapat dilakukan

dengan lebih cepat dan akurat, serta meminimalkan kesalahan

administrasi?

3. Bagaimana meningkatkan aksesibilitas dan transparansi informasi

hukum untuk publik melalui JDIH?

4. Bagaimana mengintegrasikan aplikasi produk hukum dan JDIH

dengan aplikasi workflow dan personal assistant untuk mendukung

persetujuan secara real-time?

Rumusan masalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama

dalam pengelolaan produk hukum, sekaligus memberikan dasar untuk merancang

sistem yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh pihak internal

maupun publik.

1.3. Batasan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, berikut ini

adalah batasan masalah yang diterapkan dalam pengerjaan dokumen ini:

1. Aplikasi hanya berfokus pada pengelolaan produk hukum internal PDAM

Surya Sembada dan akses publik terhadap dokumen hukum yang telah

disahkan melalui JDIH.

2. Fungsionalitas aplikasi mencakup pengajuan produk hukum baru, koreksi

kontrak dan addendum, monitoring proses persetujuan, serta penyusunan

draft.

3. Pengembangan aplikasi ini dibatasi pada integrasi dengan aplikasi workflow

dan aplikasi Personal Assistant untuk proses approval.
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1.4. Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan

yang dicapai dari pembuatan dokumen ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan aplikasi yang dapat memfasilitasi pengajuan, koreksi, dan

pengarsipan produk hukum di PDAM Surya Sembada.

2. Menyediakan platform yang memungkinkan monitoring real-time terhadap

proses persetujuan produk hukum.

3. Mengotomatiskan proses koreksi kontrak dan addendum, sehingga lebih

efisien dan terstruktur.

4. Memberikan akses publik terhadap dokumen hukum melalui JDIH, sehingga

meningkatkan transparansi perusahaan.

5. Memastikan semua dokumen produk hukum tersimpan dengan aman dan

mudah diakses oleh pihak yang berwenang.

1.5. Manfaat
Dari pengerjaan dokumen ini, adapun manfaat yang dapat diberikan antara

lain:

1. Bagi PDAM Surya Sembada: Aplikasi ini akan meningkatkan efisiensi

operasional dalam pengelolaan produk hukum, mempercepat proses

persetujuan, dan meminimalisir kesalahan dalam koreksi kontrak serta

addendum.

2. Bagi Pegawai: Memudahkan pegawai dalam mengajukan, mengoreksi, dan

memonitor status produk hukum yang diajukan.

3. Bagi Masyarakat: Meningkatkan akses terhadap informasi hukum yang telah

disahkan, sehingga mendukung keterbukaan informasi publik.

4. Bagi Tim Hukum: Mempercepat proses pembuatan draft, koreksi, dan

penerbitan produk hukum yang lebih terorganisir.

1.6. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pengembangan aplikasi Produk Hukum dan JDIH mencakup

beberapa aspek utama:

1. Pengelolaan Produk Hukum: Meliputi pengajuan, koreksi, persetujuan, dan

pengarsipan produk hukum baru, termasuk peraturan perusahaan, peraturan
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direksi, keputusan direksi, dan PSTJ.

2. Koreksi Kontrak dan Addendum: Mengelola proses pengajuan dan koreksi

kontrak serta addendum, mulai dari pengajuan oleh user bagian hingga

persetujuan final oleh manajemen.

3. Monitoring dan Persetujuan: Memungkinkan monitoring status pengajuan

produk hukum dan koreksi kontrak, serta persetujuan melalui aplikasi yang

terintegrasi dengan aplikasi workflow dan personal assistant.

4. Akses Publik melalui JDIH: Menyediakan akses bagi publik untuk melihat

produk hukum yang telah disahkan melalui portal JDIH, termasuk pencarian

dokumen dan statistik produk hukum.

5. Integrasi dengan Aplikasi Lain: Mengintegrasikan dengan aplikasi workflow

PDAM untuk memastikan proses persetujuan berjalan otomatis, serta dengan

aplikasi personal assistant untuk memudahkan akses dan persetujuan mobile.

2. Analisis Kebutuhan
Analisis kebutuhan aplikasi Produk Hukum dan JDIH bertujuan untuk

memastikan sistem dapat memenuhi seluruh proses pengelolaan dokumen

hukum di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.

2.1 Screening User
Tabel 1 Screening User

Date Request

Date Interview
Nama User /

Jabatan

Bagian User
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Apakah

pengajuan

aplikasi

mampu

meningkatkan

pendapatan

perusahaan ?

Sangat Tidak

Setuju

Tidak

Setuju

Ragu-

Ragu

Setuju Sangat
Setuju

Apakah

pengajuan

aplikasi

mampu

mengurangi

biaya

operasional

perusahaan ?

Sangat Tidak

Setuju

Tidak

Setuju

Ragu-

Ragu

Setuju Sangat
Setuju

Apakah

pengajuan

aplikasi

mampu

meningkatkan

produktivitas

kerja

pegawai ?

Sangat Tidak

Setuju

Tidak

Setuju

Ragu-

Ragu

Setuju Sangat
Setuju

Apakah

memiliki

potensi untuk

dikembangkan

di masa yang

akan

datang?

Sangat Tidak

Setuju

Tidak

Setuju

Ragu-

Ragu

Setuju Sangat
Setuju
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2.2 User Requirement
Tabel 2 User Requirement

PIC EPB Alfian Fakhruddin Fikri

PIC User / Bagian Mardiyana, SH / Hukum

Nama Aplikasi/Website
Aplikasi Produk Hukum dan JDIH

Deskripsi Aplikasi Produk Hukum dan JDIH adalah sebuah
sistem berbasis web yang dirancang untuk
memfasilitasi pengelolaan, penyimpanan, dan
penyebaran dokumen hukum secara terintegrasi
Aplikasi ini berfungsi sebagai platform utama bag
perusahaan untuk mengelola seluruh siklus hidup
dokumen hukum, mulai dari pembuatan, revisi
persetujuan, hingga publikasi. Selain itu, aplikasi in
juga mendukung pengoperasian Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), yang
memungkinkan akses terbuka kepada masyarakat
umum untuk mencari dan mengunduh dokumen
hukum yang telah dipublikasikan.

Latar Belakang :

● Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota

Surabaya Nomor: 121 Tahun 2024 Tentang Tim Pembuatan Desain Aplikas

Produk Hukum Dan JDIH PDAM Surya Sembada Kota Surabaya

● Aplikasi Produk Hukum dan JDIH dirancang untuk mendukung visi perusahaan

menjadi organisasi yang modern dan efisien dengan memanfaatkan

perkembangan teknologi informasi. Melalui aplikasi ini, perusahaan dapat dengan

mudah mengelola, mengakses, dan mendistribusikan dokumen hukum secara

terintegrasi. Dengan dukungan teknologi ini, perusahaan dapat memastikan

bahwa semua dokumen hukum dikelola secara akurat dan sesuai dengan standar

yang berlaku, sambil tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap

prosesnya.

● Aplikasi Produk Hukum dan JDIH dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan
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dalam mengelola dokumen hukum secara efisien dan terintegrasi, seiring dengan

perkembangan teknologi informasi.

Business Requirement :

Berikut adalah beberapa business requirement (kebutuhan bisnis) untuk

Aplikasi Produk Hukum dan JDIH:

● Kebutuhan Infrastruktur yang Memadai: Aplikasi Produk Hukum dan JDIH

harus dapat beroperasi pada infrastruktur teknologi yang ada, untuk

memastikan ketersediaan dan keandalan yang tinggi. Aplikasi harus mampu

menangani beban kerja yang meningkat, termasuk akses simultan oleh

banyak pengguna, tanpa mengorbankan kinerja. Selain itu, infrastruktur harus

mendukung fitur backup otomatis dan pemulihan bencana untuk menjaga

kontinuitas operasional.

● Kemampuan Pengelolaan Dokumen Hukum yang Efisien: Sistem harus

mampu menangani seluruh siklus hidup dokumen hukum, mulai dari

pembuatan, penyimpanan, revisi, hingga persetujuan dan publikasi. Aplikasi

harus menyediakan kemampuan untuk melacak perubahan dan versi

dokumen, serta mendukung otomatisasi alur kerja yang kompleks.

Kemampuan pencarian yang canggih juga diperlukan agar pengguna dapat

dengan cepat menemukan dokumen yang mereka butuhkan berdasarkan

berbagai kriteria seperti kata kunci, tanggal, atau status. Kemampuan ini akan

mengurangi kesalahan manual, meningkatkan efisiensi, dan memastikan

dokumen yang tepat digunakan pada waktu yang tepat.

● Integrasi dengan Sistem yang Ada: Integrasi ini penting untuk memastikan

data dapat dipertukarkan dengan mudah antara aplikasi yang berbeda,

sehingga tidak ada duplikasi pekerjaan atau kesalahan transfer data.

● Fleksibilitas dalam Pengaturan dan Penyesuaian: Aplikasi harus dirancang
dengan fleksibilitas yang tinggi, memungkinkan penyesuaian sesuai dengan

kebutuhan spesifik perusahaan. Ini termasuk kemampuan untuk

menyesuaikan alur kerja, aturan persetujuan, dan struktur data sesuai dengan

perubahan kebijakan atau proses bisnis. Fleksibilitas ini juga mencakup

kemampuan untuk menambahkan atau menghapus fitur, mengkonfigurasi hak

akses pengguna, dan mengintegrasikan modul baru tanpa memerlukan

perubahan besar pada sistem.
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● Antarmuka yang User-Friendly dan Intuitif: Aplikasi harus memiliki

antarmuka yang mudah digunakan oleh pengguna dari berbagai tingkat

keahlian teknis. Desain UI/UX harus fokus pada kemudahan navigasi dan

kejelasan informasi, dengan fitur-fitur yang dapat diakses hanya dengan

beberapa klik. Proses seperti pengisian formulir, pengunggahan dokumen,

dan pengelolaan persetujuan harus dibuat seintuitif mungkin, untuk

mengurangi kurva pembelajaran dan memaksimalkan adopsi pengguna.

Dengan kemudahan penggunaan ini, pengguna akan lebih produktif, dan

waktu yang dihabiskan untuk pelatihan dapat diminimalisir.

● Dukungan Teknis dan Program Pelatihan yang Komprehensif: Untuk

memastikan penerapan yang sukses dan penggunaan yang berkelanjutan,

perusahaan harus menyediakan dukungan teknis yang mudah diakses dan

responsif. Ini mencakup layanan helpdesk, panduan pengguna, dan

pemecahan masalah secara real-time.
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Fitur Requirement :

● Tampilan Ringkasan Kinerja: Dashboard harus menampilkan ringkasan

visual mengenai status dokumen hukum, termasuk jumlah dokumen yang

sedang dalam proses, yang telah disetujui, dan yang perlu tindakan lebih

lanjut. Grafik, bagan, dan indikator kinerja utama (KPI) harus ditampilkan

secara real-time untuk memberikan pandangan cepat tentang kesehatan

operasional.

● Pengaturan Hak Akses Pengguna: Pengelolaan hak akses harus

memungkinkan administrator untuk menentukan siapa yang dapat melihat,

mengedit, menyetujui, atau menghapus dokumen berdasarkan peran mereka

dalam organisasi. Fitur ini harus mendukung kontrol akses berbasis peran dan

memastikan keamanan informasi sensitif.

● Analisis Kinerja Dokumen: Sistem harus menyediakan alat untuk

menganalisis kinerja dokumen berdasarkan waktu penyelesaian, jumlah revisi,

dan tingkat persetujuan. Alat analisis ini harus memungkinkan pengguna untuk

mengevaluasi efektivitas alur kerja dan mengidentifikasi area yang

memerlukan perbaikan.

● Pembuatan dan Revisi Dokumen: Fitur ini harus memungkinkan pengguna

untuk membuat dokumen hukum baru dari template yang sudah ada, serta

mengelola revisi dokumen dengan riwayat yang tercatat dengan baik. Sistem

harus mendukung penguncian versi untuk memastikan bahwa hanya versi

yang disetujui yang dapat digunakan.

● Penyimpanan dan Pengaturan Kategori Dokumen: Dokumen harus

disimpan secara terorganisir dalam kategori yang ditentukan, seperti jenis

dokumen, departemen, atau proyek. Pengguna harus dapat dengan mudah

mencari dan mengakses dokumen berdasarkan kategori ini..

● Pengaturan Dokumen untuk Publikasi: Manajemen dokumen harus

mencakup fitur untuk menyiapkan dokumen yang akan dipublikasikan ke

JDIH. Ini termasuk pemeriksaan akhir, pengaturan metadata, dan pemilihan

tanggal publikasi.
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Business Value :
Intangible Value

● Peningkatan Kepatuhan Hukum: Dengan aplikasi ini, perusahaan dapat
memastikan bahwa semua dokumen hukum dikelola sesuai dengan regulasi dan
standar hukum yang berlaku. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko hukum, tetapi
juga meningkatkan kepercayaan dan reputasi perusahaan di mata pemangku
kepentingan.
● Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Aplikasi ini memungkinkan
akses publik terhadap informasi hukum yang relevan melalui JDIH, yang
meningkatkan transparansi operasional perusahaan.
● Pengalaman Pengguna yang Lebih Baik: Dengan antarmuka yang intuitif
dan user-friendly, aplikasi ini meningkatkan kepuasan pengguna dan memudahkan
mereka dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pengalaman positif ini berdampak
pada produktivitas tim legal dan administratif, serta mendorong adopsi teknologi
yang lebih luas di dalam perusahaan.
● Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik: Aplikasi ini menyediakan data
dan analitik yang membantu manajemen dalam memahami kinerja operasional
dan pengelolaan dokumen hukum. Dengan informasi yang tepat dan real-time,
manajemen dapat membuat keputusan yang lebih informatif dan strategis, yang
pada akhirnya mendukung pertumbuhan perusahaan.

Intangible Value

● Penghematan Biaya Operasional: Otomatisasi pengelolaan dokumen
hukum mengurangi kebutuhan akan pekerjaan manual, yang berarti pengurangan
biaya tenaga kerja dan waktu yang dihabiskan untuk tugas administratif. Dengan
pengelolaan yang lebih efisien, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya
untuk kegiatan yang lebih bernilai tambah.
● Peningkatan Efisiensi Proses: Aplikasi ini mempercepat alur kerja
dokumen, dari pembuatan hingga persetujuan dan publikasi. Waktu yang dihemat
dalam setiap tahap proses menghasilkan efisiensi operasional yang signifikan,
mengurangi keterlambatan, dan memastikan bahwa dokumen diselesaikan tepat
waktu.
● Peningkatan Produktivitas: Dengan sistem yang terpusat dan terintegrasi,
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karyawan dapat mengakses informasi hukum dengan cepat dan tanpa
hambatan, yang meningkatkan produktivitas mereka. Proses yang lebih
cepat dan mudah berarti tim dapat menyelesaikan lebih banyak tugas dalam
waktu yang lebih singkat.

3. Analisis Proses Bisnis

Analisis proses bisnis dalam pengembangan aplikasi Produk Hukum dan JDIH

mencakup evaluasi kondisi as-is (saat ini) dan to-be (yang diinginkan). Pada
kondisi as-is, proses pengelolaan produk hukum masih dilakukan secara manual,

yang menyebabkan keterlambatan dalam pengajuan, koreksi, dan persetujuan

dokumen. Proses ini juga rentan terhadap kesalahan administratif dan kurang

transparan, terutama dalam akses informasi publik.

Pada kondisi to-be, aplikasi ini dirancang untuk mengotomatisasi alur kerja,

mulai dari pengajuan hingga pengarsipan dokumen hukum. Dengan integrasi

sistem yang lebih baik, setiap langkah dalam proses persetujuan akan lebih cepat,

terstruktur, dan terdokumentasi secara digital. Hal ini memungkinkan monitoring

real-time, aksesibilitas yang lebih luas, dan transparansi yang lebih tinggi, baik

untuk pengguna internal maupun publik.

Dengan menggunakan pendekatan Business Process Model and Notation

(BPMN) membantu menggambarkan secara visual bagaimana alur pengajuan,

koreksi, dan persetujuan berjalan, memberikan pemahaman yang lebih baik terkait

interaksi antar aktor dan proses yang terjadi di setiap tahap.

3.1. Proses Bisnis As-Is

Berikut adalah proses bisnis As-Is, proses ini menggambarkan bagaimana

pekerjaan saat ini dilakukan dan bagaimana informasi mengalir.
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1. As-Is Proses Bisnis Utama Pengajuan Produk Hukum Baru

Gambar 1 proses bisnis utama As-Is Pengajuan Produk Hukum Baru

Gambar 1 menjelaskan bahwa proses bisnis "As-Is" ini menunjukkan

bagaimana perusahaan saat ini menangani pengajuan produk hukum secara

manual. Setiap langkah dalam proses ini melibatkan interaksi langsung antara

berbagai aktor, berikut aktor yang terlibat:

a. User Bagian

b. Admin User

c. Manajer Hukum

d. SPV Regulasi (Bagian Hukum)

e. Tata Bahasa

f. Sekretaris Perusahaan

g. Manajer Senior User

h. Manajer Senior Keuangan

i. Semua Direktur Bidang

j. Direktur Utama

Aktor di atas akan memastikan bahwa dokumen hukum yang diajukan telah

memenuhi semua persyaratan hukum, linguistik, operasional, dan keuangan

sebelum akhirnya mendapatkan persetujuan akhir. Meskipun metode ini

memungkinkan kontrol yang ketat, pendekatan manual ini dapat memerlukan
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waktu yang lebih lama dan lebih rentan terhadap kesalahan manusia dibandingkan

dengan proses yang terotomasi.

Proses bisnis As-Is pengajuan produk hukum baru ini dimulai ketika User
Bagian mengajukan permohonan untuk pembuatan produk hukum baru melalui

aplikasi Workflow. Proses selanjutnya dengan pengisian permohonan melalui form

hijau, dimana User Bagian juga bertanggung jawab untuk melengkapi semua

dokumen pendukung yang diperlukan. Setelah permohonan dan dokumen

pendukung siap, User Bagian kemudian mengirimkan dokumen tersebut kepada

Admin User.

Admin Hukum bertanggung jawab untuk memeriksa kelengkapan dokumen

yang telah diserahkan. Mereka mengecek kelengkapan dokumen yang diperlukan,

setelah dokumen dinyatakan lengkap, Admin Hukum melanjutkan proses dengan

mengirimkan dokumen tersebut ke Manajer Hukum.

Manajer Hukum berperan penting dalam menilai dan memberikan

persetujuan awal terhadap dokumen yang telah diajukan. Setelah itu Manajer

Hukum akan mendisposisikan permohonan pembuatan produk hukum ke SPV
Regulasi (Bagian Hukum) untuk ditinjau lebih lanjut.

SPV Regulasi (Bagian Hukum) bertanggung jawab untuk menilai kesesuaian
dokumen dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Mereka melakukan

evaluasi yang lebih mendalam dan memastikan kelengkapan dokumen. Jika SPV

Regulasi menemukan adanya kesalahan atau kekurangan, mereka dapat

mengembalikan permohonan tersebut ke User Bagian untuk melengkapi

kekurangan dokumen. Setelah semua koreksi lengkap, SPV Regulasi akan

menyusun / revisi draft produk hukum, lalu mendistribusikan draft untuk meminta

persetujuan draft dari Tata Bahasa, Sekretaris Perusahaan, Manajer Senior user,

manajer Senior Keuangan, Semua Direktur Bidang dan paling akhir adalah

Direktur Utama.

Tata Bahasa memastikan bahwa seluruh isi dokumen telah disusun dengan

bahasa yang tepat dan sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. Mereka

meninjau dokumen untuk memastikan kejelasan dan akurasi bahasa, yang sangat

penting untuk menghindari interpretasi yang salah, jika ada yang salah maka akan
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dikembalikan lagi ke SPV Regulasi. Setelah selesai, dokumen yang sudah

disetujui oleh Tata Bahasa akan dikirimkan ke Sekretaris Perusahaan.

Sekretaris Perusahaan kemudian menerima dokumen dan menyiapkannya

untuk persetujuan lebih lanjut. Setelah Sekretaris Perusahaan melakukan proses

persetujuan, selanjutnya draft akan berjalan ke Manajer Senior User dan Manajer
Senior Keuangan. Masing-masing manajer senior ini memeriksa dokumen dari

perspektif operasional dan keuangan untuk memastikan bahwa produk hukum

yang diajukan tidak bertentangan dengan kebijakan internal dan dapat diterapkan

tanpa risiko finansial.

Setelah mendapatkan persetujuan dari manajer-manajer senior tersebut,

dokumen kemudian diajukan kepada Semua Direktur Bidang. Direktur Bidang
meninjau dokumen berdasarkan perspektif masing-masing bidang yang mereka

tangani, memastikan bahwa dokumen tersebut sesuai dengan strategi dan tujuan

jangka panjang perusahaan. Jika semua Direktur Bidang memberikan persetujuan,

dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada Direktur Utama.

Direktur Utama merupakan otoritas tertinggi yang melakukan tinjauan terakhir
terhadap dokumen. Setelah Direktur Utama memberikan persetujuan final,

dokumen tersebut kemudian diberi nomor administrasi oleh SPV Regulasi dan
secara resmi diakui sebagai produk hukum perusahaan. Dokumen yang telah

diarsipkan juga akan disimpan dan dipublikasikan jika diperlukan.

Proses bisnis ini berakhir dengan pengarsipan dokumen oleh SPV Regulasi,

menandai bahwa dokumen tersebut telah melalui semua tahapan yang diperlukan

dan siap untuk digunakan sesuai dengan keperluan perusahaan.
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2. User Bagian Mengisi Form Permohonan

Gambar 2 sub proses bisnis mengisi form permohonan

Gambar 2 merupakan tahapan proses "Mengisi Form Permohonan" ini adalah

langkah awal yang sangat penting dalam pengajuan produk hukum baru. Ini

memastikan bahwa permohonan yang diajukan telah dilengkapi dengan informasi

dan dokumen yang diperlukan, memungkinkan proses peninjauan dan persetujuan

berikutnya berjalan dengan lebih efisien dan efektif. Dengan mengikuti proses ini,

User Bagian memastikan bahwa semua bahan yang diperlukan telah siap sebelum

permohonan dilanjutkan ke tahap berikutnya dalam siklus pengajuan produk

hukum.

Proses pengajuan permohonan produk hukum baru oleh User Bagian dimulai

dengan langkah pertama yaitu pengisian formulir permohonan berwarna hijau.

Dalam langkah ini, User Bagian pengisian formulir permohonan berwarna hijau

untuk memulai proses permohonan. Mereka mengisi informasi yang diperlukan

dalam Form Permohonan Produk Hukum, termasuk detail mengenai jenis

produk hukum yang diajukan dan tujuan dari permohonan tersebut.

Setelah formulir berwarna hijau diisi, langkah berikutnya adalah Mengunggah
Dokumen Pendukung melalui aplikasi Workflow. Dokumen pendukung ini sangat

penting karena mereka berfungsi untuk melengkapi informasi yang terdapat dalam

formulir dan memberikan bukti atau justifikasi yang diperlukan untuk pengajuan

produk hukum. Dokumen pendukung dapat berupa draft produk hukum, referensi

hukum, atau dokumen lain yang relevan sesuai yang ada pada form hijau.

Setelah semua dokumen pendukung berhasil diunggah di aplikasi Workflow,

User Bagian melanjutkan ke langkah terakhir dalam proses ini yaitu Menyimpan
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Pengajuan Permohonan. Pada tahap ini, semua informasi yang telah diisi dan

dokumen yang telah diunggah disimpan dalam sistem, dan permohonan resmi

diajukan untuk ditinjau oleh pihak-pihak yang berwenang. Setelah disimpan,

permohonan tersebut kemudian siap untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan

alur kerja yang berlaku di perusahaan.

Proses ini berakhir ketika User Bagian telah menyimpan pengajuan

permohonan, menandai bahwa mereka telah menyelesaikan tanggung jawab awal

mereka dalam proses pengajuan produk hukum. Proses ini memastikan bahwa

semua informasi yang relevan dan dokumen pendukung telah dikumpulkan dan

disiapkan untuk ditinjau oleh tahap berikutnya dalam alur kerja.

3. Proses Bisnis Koreksi Kontrak SPK

Gambar 3 Proses Bisnis Utama Koreksi Kontrak SPK

Pada Gambar 3 dijelaskan User Bagian membuat permohonan koreksi

kontrak. User Bagian mendapatkan nomor kontrak SPK diawal dan mengirimkan

permohonan tersebut kepada Staf Advokasi melalui aplikasi. Setelah menerima

permohonan, Staf Advokasi melakukan koreksi terhadap draft kontrak yang telah

diajukan. Koreksi ini mencakup peninjauan dan penyesuaian terhadap ketentuan

kontrak yang memerlukan perubahan, sesuai dengan kebutuhan yang telah

diidentifikasi oleh User Bagian.
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Setelah koreksi selesai, Staf Advokasi menentukan apakah revisi lebih lanjut

diperlukan. Jika diperlukan, draft kontrak yang telah dikoreksi akan dikembalikan

ke User Bagian untuk dilakukan revisi. User Bagian kemudian melakukan revisi

yang diminta dan mengirim ulang draft yang telah direvisi kembali ke Staf

Advokasi untuk pemeriksaan ulang. Proses ini bisa berulang beberapa kali hingga

draft kontrak dinyatakan sesuai oleh Staf Advokasi.

Setelah draft kontrak yang telah dikoreksi disetujui oleh Staf Advokasi,

dokumen tersebut diteruskan ke SPV Advokasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

SPV Advokasi memeriksa kembali draft kontrak yang telah diperbaiki dan

memberikan persetujuan jika semuanya sudah sesuai dengan kebijakan dan

prosedur perusahaan. Jika SPV Advokasi tidak menyetujui draft tersebut, proses

akan dikembalikan ke Staf Advokasi untuk dilakukan revisi tambahan.

Setelah mendapatkan persetujuan dari SPV Advokasi, draft kontrak dikirimkan

ke Manajer Hukum untuk persetujuan final. Manajer Hukum memeriksa draft

kontrak dengan teliti, memastikan bahwa semua perubahan yang diusulkan telah

memenuhi persyaratan hukum dan kepatuhan. Jika Manajer Hukum memberikan

persetujuan, dokumen kontrak yang telah disetujui diserahkan kembali kepada

User Bagian. Namun, jika ditemukan masalah atau ketidaksesuaian, draft akan

dikembalikan ke Staf Advokasi untuk dilakukan revisi.

Pada tahap akhir, setelah mendapatkan persetujuan final dari Manajer Hukum,

User Bagian menerima dokumen kontrak yang telah dikoreksi dan disetujui.

Dokumen ini kemudian siap untuk diimplementasikan sesuai dengan perubahan

yang telah disepakati, memastikan bahwa kontrak SPK yang baru telah sesuai

dengan ketentuan hukum dan kebijakan perusahaan yang berlaku.

Proses ini memastikan bahwa setiap perubahan pada kontrak SPK dilakukan

dengan teliti dan melalui beberapa lapisan pemeriksaan, sehingga semua pihak

yang relevan memberikan persetujuan mereka sebelum implementasi dilakukan.

24



4. Proses Bisnis Pembuatan Addendum

Gambar 4 Proses Bisnis Utama Koreksi Kontrak SPK

User Bagian memilih nomor kontrak SPK yang akan di-addendum. Setelah

memilih nomor kontrak, User Bagian mengisi Berita Acara Tambah Kurang (BA

Tambah Kurang) yang berisi rincian perubahan yang diusulkan pada kontrak.

Setelah itu, User Bagian mengajukan permohonan addendum dengan melengkapi

draft addendum dan dokumen pendukung lainnya. Pengajuan ini kemudian

diteruskan kepada Staf Advokasi.

Staf Advokasi menerima permohonan yang diajukan oleh User Bagian dan

melakukan koreksi terhadap draft permohonan. Pada tahap ini, Staf Advokasi

memeriksa apakah draft tersebut sudah sesuai dengan kebijakan dan prosedur

perusahaan. Jika terdapat kekurangan dalam dokumen, Staf Advokasi akan

meminta User Bagian untuk melengkapi kekurangan tersebut. Setelah dokumen

dinyatakan lengkap dan sesuai, Staf Advokasi memberikan persetujuan dan

meneruskan permohonan ke tahap berikutnya.

Setelah mendapatkan persetujuan dari Staf Advokasi, permohonan diteruskan

ke SPV Advokasi untuk pemeriksaan lebih lanjut. SPV Advokasi memverifikasi
kembali draft addendum dan memberikan persetujuan jika tidak ada masalah yang

ditemukan. Jika SPV Advokasi menemukan masalah atau ketidaksesuaian,

dokumen akan dikembalikan untuk dilakukan revisi.
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Tahap terakhir melibatkan Manajer Hukum, yang menerima draft addendum

yang telah disetujui oleh SPV Advokasi. Manajer Hukum melakukan pemeriksaan

akhir dan memberikan persetujuan jika semua aspek hukum dan kebijakan telah

dipenuhi. Setelah persetujuan akhir diberikan oleh Manajer Hukum, User Bagian

mendapatkan dokumen addendum yang telah disetujui, menandakan bahwa

proses pembuatan addendum telah selesai dan dokumen siap untuk

diimplementasikan.

Proses ini memastikan bahwa setiap addendum yang diajukan melalui

beberapa tahap pemeriksaan dan persetujuan, dengan fokus pada kepatuhan

terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan. Hal ini juga memberikan

mekanisme untuk revisi dan kelengkapan dokumen jika diperlukan, sehingga

memastikan bahwa dokumen yang disetujui telah memenuhi semua persyaratan

yang diperlukan.

3.2. Proses Bisnis To-Be

Berikut adalah proses bisnis "To-Be" ini menunjukkan bagaimana otomasi

dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi waktu proses, dan meminimalkan

kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses manual. Setiap tahap dalam alur

kerja ini didukung oleh notifikasi otomatis dan pengelolaan dokumen digital, yang

memastikan bahwa dokumen dapat ditinjau, disetujui, dan diarsipkan dengan lebih

cepat dan lebih akurat.
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1. Pengajuan Produk Hukum Baru (Penyusunan Draft)

Gambar 5 Proses Bisnis Utama To-Be Pengajuan Produk Hukum Baru
(Penyusunan Draft)

Pada Gambar 5 adalah To-Be Pengajuan Produk Hukum Baru (Penyusunan
Draft), Proses bisnis pada diagram tersebut menggambarkan alur pengajuan dan
penyusunan draft produk hukum baru.

Proses bisnis ini menggambarkan alur penyusunan dan persetujuan produk

hukum baru dalam aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

serta Produk Hukum. Berikut adalah penjelasan setiap langkah dalam alur ini:

1. Pengajuan Permohonan Produk Hukum: Proses dimulai dengan 2 tahap

yang dilakukan melalui aplikasi workflow, yaitu Pengajuan Permohonan

Pembuatan Produk Hukum Baru Admin dan Manajer Bagian, Mengajukan

Permohonan Pembuatan Produk Hukum Baru ke Direktur Utama. Jika user

sudah mengajukan permohonan melalui aplikasi workflow lalu user harus
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melengkapi lampiran pendukung di aplikasi produk hukum dan JDIH.

2. Pemeriksaan Dokumen Pendukung: Setelah permohonan diterima, SPV

Regulasi/Advokasi memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan. Jika

dokumen lengkap, permohonan dapat diproses ke tahap selanjutnya dan

didistribusikan ke Staf Regulasi/Advokasi. Jika tidak lengkap, permohonan

dikembalikan untuk melengkapi dokumen.

3. Penyusunan Draft Produk Hukum: Setelah dokumen lengkap, Staf

Regulasi/Advokasi menerima dan mulai menyusun draft produk hukum yang

sesuai dengan permohonan yang diajukan.

4. Koreksi dan Persetujuan Draft: Draft yang sudah disusun kemudian

dikoreksi dan diperiksa oleh SPV Regulasi/Advokasi dan berbagai level

manajer, mulai dari Manajer Hukum, hingga level yang lebih tinggi seperti

Sekretaris Perusahaan, Manajer Senior Keuangan, Direktur Bidang, dan

Direktur Utama. Setiap level memiliki tanggung jawab untuk memastikan

keakuratan dan kesesuaian draft.

5. Proses Paraf Draft: Setiap persetujuan yang dilakukan akan diikuti dengan

proses paraf sebagai tanda bahwa draft telah diverifikasi dan disetujui pada

tahap tersebut. Draft dapat dikoreksi ulang jika ditemukan kekurangan atau

kesalahan, dan setelah diperbaiki akan kembali diproses melalui jalur

persetujuan.

6. Pengesahan Produk Hukum: Setelah semua pihak yang bertanggung jawab

melakukan persetujuan dan paraf, draft produk hukum akhirnya disahkan dan

diunggah ke database aplikasi JDIH dan Produk Hukum untuk

didokumentasikan dan diakses sesuai kebutuhan.

7. Dokumentasi Final: Produk hukum yang telah disahkan akan disimpan

dalam sistem, dan proses pembuatan produk hukum baru dianggap selesai.

Proses bisnis ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap produk hukum baru

yang diajukan melalui berbagai level pemeriksaan dan koreksi sehingga

menghasilkan dokumen yang valid, lengkap, dan sesuai prosedur perusahaan.

Setiap tahap persetujuan dan paraf bertujuan untuk menjaga kualitas dan akurasi

produk hukum sebelum finalisasi.
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2. Pengajuan Permohonan Pembuatan Produk Hukum Baru Admin dan Manajer
Bagian

Gambar 6 Sub Proses Pengajuan Permohonan Pembuatan Produk Hukum Baru
Admin dan Manajer Bagian

Pada Gambar 6 merupakan bagian kolaborasi antara Admin User dan Manajer

User dalam menyusun dan memeriksa draft. Setiap langkah yang dilakukan

memastikan bahwa draft yang diajukan memenuhi semua persyaratan dan standar

yang berlaku sebelum disetujui dan dilanjutkan ke tahap berikutnya dalam alur

proses bisnis utama.

1. Admin User bertanggung jawab untuk membuat draft pengajuan produk

hukum baru. Admin User memulai dengan mengumpulkan semua informasi

yang relevan dalam menyusun draft. Pembuatan draft ini merupakan langkah

awal yang penting untuk memastikan bahwa semua data yang diperlukan

sudah lengkap dan sesuai dengan standar yang berlaku.

2. Setelah draft selesai disusun, Admin User dapat meninjau kembali draft

tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau kekurangan

sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya. Admin User melanjutkan proses

dengan mengirimkan draft tersebut kepada Manajer User. Manajer User
menerima draft dari Admin User dan memulai proses pemeriksaan. Manajer

User meninjau draft secara menyeluruh untuk memastikan bahwa semua

informasi yang disampaikan sudah sesuai dengan kebijakan dan prosedur

perusahaan. Jika ditemukan adanya kesalahan atau kekurangan dalam draft,

Manajer User akan mengembalikan draft tersebut kepada Admin User untuk
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dilakukan revisi. Proses revisi ini dapat berulang hingga Manajer User merasa

bahwa draft sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

3. Setelah semua revisi dilakukan dan Manajer User merasa bahwa draft

tersebut telah sesuai, Manajer User memberikan persetujuan akhir.

Persetujuan ini menandakan bahwa draft tersebut telah memenuhi semua

standar dan kebijakan yang berlaku dan siap untuk dilanjutkan ke tahap

pengajuan ke Direktur Utama melalui aplikasi Workflow.

3. Pengajuan Produk Hukum Baru ke Direktur Utama

Gambar 7 Sub Proses Pengajuan Produk Hukum Baru ke Direktur Utama

Pada Gambar 7 merupakan proses bisnis Proses bisnis pada diagram ini

menunjukkan alur Pengajuan Permohonan Produk Hukum Baru hingga
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Direktur Utama. Pada kotak biru adalah tanda proses dilakukan di aplikasi

workflow, kotak tanpa warna dilakukan pada aplikasi produk hukum dan JDIH.

Berikut adalah penjelasan setiap tahapannya:

1. User Bagian Mengajukan Permohonan: Alur dimulai dari User Bagian yang
mengajukan permohonan untuk pembuatan produk hukum baru.

2. Persetujuan oleh Direktur Utama: Permohonan tersebut kemudian
diteruskan ke Direktur Utama untuk mendapatkan persetujuan. Direktur

Utama dapat memberikan persetujuannya melalui aplikasi Personal Assistant

atau Workflow yang tersedia.

3. Evaluasi Persetujuan:
○ Jika Direktur Utama menyetujui permohonan, maka alur akan berlanjut

ke tahap disposisi.

○ Jika permohonan tidak disetujui, maka proses berakhir pada tahap ini.

4. Disposisi ke Sekretaris Perusahaan: Setelah disetujui oleh Direktur Utama,
permohonan diteruskan ke Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan

akan memverifikasi permohonan tersebut dan memberikan persetujuannya.

5. Penerimaan oleh Manajer Hukum: Permohonan yang telah disetujui oleh

Sekretaris Perusahaan diteruskan ke Manajer Hukum. Manajer Hukum

menerima permohonan tersebut dan kemudian melakukan disposisi kepada

SPV Regulasi/Advokasi yang bertanggung jawab, sesuai dengan kategori

produk hukum yang diajukan.

6. Penentuan Jenis Produk Hukum oleh SPV Regulasi/Advokasi: SPV
Regulasi/Advokasi kemudian menentukan jenis produk hukum yang sesuai

dengan permohonan yang diajukan.

7. Akhir Proses: Setelah jenis produk hukum ditentukan, proses pengajuan ini

dianggap selesai.

Secara keseluruhan, alur ini menunjukkan tahapan permohonan produk hukum yang

melalui beberapa level persetujuan guna memastikan bahwa produk hukum yang

diajukan telah memenuhi standar dan prosedur yang berlaku.
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4. Proses Bisnis Koreksi Kontrak SPK

Gambar 8 Proses Bisnis Utama Koreksi Kontrak SPK

User Bagian membuat permohonan koreksi kontrak. User Bagian

mendapatkan nomor kontrak SPK diawal dan mengirimkan permohonan tersebut

kepada Staf Advokasi melalui aplikasi. Setelah menerima permohonan, Staf
Advokasi melakukan koreksi terhadap draft kontrak yang telah diajukan. Koreksi

ini mencakup peninjauan dan penyesuaian terhadap ketentuan kontrak yang

memerlukan perubahan, sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi oleh

User Bagian.

Setelah koreksi selesai, Staf Advokasi menentukan apakah revisi lebih lanjut

diperlukan. Jika diperlukan, draft kontrak yang telah dikoreksi akan dikembalikan

ke User Bagian untuk dilakukan revisi. User Bagian kemudian melakukan revisi

yang diminta dan mengirim ulang draft yang telah direvisi kembali ke Staf

Advokasi untuk pemeriksaan ulang. Proses ini bisa berulang beberapa kali hingga

draft kontrak dinyatakan sesuai oleh Staf Advokasi.

Setelah draft kontrak yang telah dikoreksi disetujui oleh Staf Advokasi,
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dokumen tersebut diteruskan ke SPV Advokasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

SPV Advokasi memeriksa kembali draft kontrak yang telah diperbaiki dan

memberikan persetujuan jika semuanya sudah sesuai dengan kebijakan dan

prosedur perusahaan. Jika SPV Advokasi tidak menyetujui draft tersebut, proses

akan dikembalikan ke Staf Advokasi untuk dilakukan revisi tambahan.

Setelah mendapatkan persetujuan dari SPV Advokasi, draft kontrak dikirimkan

ke Manajer Hukum untuk persetujuan final. Manajer Hukum memeriksa draft

kontrak dengan teliti, memastikan bahwa semua perubahan yang diusulkan telah

memenuhi persyaratan hukum dan kepatuhan. Jika Manajer Hukum memberikan

persetujuan, dokumen kontrak yang telah disetujui diserahkan kembali kepada

User Bagian. Namun, jika ditemukan masalah atau ketidaksesuaian, draft akan

dikembalikan ke Staf Advokasi untuk dilakukan revisi.

Pada tahap akhir, setelah mendapatkan persetujuan final dari Manajer Hukum,

User Bagian menerima dokumen kontrak yang telah dikoreksi dan disetujui.

Dokumen ini kemudian siap untuk diimplementasikan sesuai dengan perubahan

yang telah disepakati, memastikan bahwa kontrak SPK yang baru telah sesuai

dengan ketentuan hukum dan kebijakan perusahaan yang berlaku.

Proses ini memastikan bahwa setiap perubahan pada kontrak SPK dilakukan

dengan teliti dan melalui beberapa lapisan pemeriksaan, sehingga semua pihak

yang relevan memberikan persetujuan mereka sebelum implementasi dilakukan.

5. Proses Bisnis Pembuatan Addendum
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Gambar 9 Proses Bisnis Utama Koreksi Kontrak SPK

User Bagian memilih nomor kontrak SPK yang akan di-addendum. Setelah

memilih nomor kontrak, User Bagian mengisi Berita Acara Tambah Kurang (BA

Tambah Kurang) yang berisi rincian perubahan yang diusulkan pada kontrak.

Setelah itu, User Bagian mengajukan permohonan addendum dengan melengkapi

draft addendum dan dokumen pendukung lainnya. Pengajuan ini kemudian

diteruskan kepada Staf Advokasi.

Staf Advokasi menerima permohonan yang diajukan oleh User Bagian dan

melakukan koreksi terhadap draft permohonan. Pada tahap ini, Staf Advokasi

memeriksa apakah draft tersebut sudah sesuai dengan kebijakan dan prosedur

perusahaan. Jika terdapat kekurangan dalam dokumen, Staf Advokasi akan

meminta User Bagian untuk melengkapi kekurangan tersebut. Setelah dokumen

dinyatakan lengkap dan sesuai, Staf Advokasi memberikan persetujuan dan

meneruskan permohonan ke tahap berikutnya.

Setelah mendapatkan persetujuan dari Staf Advokasi, permohonan diteruskan

ke SPV Advokasi untuk pemeriksaan lebih lanjut. SPV Advokasi memverifikasi
kembali draft addendum dan memberikan persetujuan jika tidak ada masalah yang

ditemukan. Jika SPV Advokasi menemukan masalah atau ketidaksesuaian,

dokumen akan dikembalikan untuk dilakukan revisi.

Tahap terakhir melibatkan Manajer Hukum, yang menerima draft addendum

yang telah disetujui oleh SPV Advokasi. Manajer Hukum melakukan pemeriksaan

akhir dan memberikan persetujuan jika semua aspek hukum dan kebijakan telah

dipenuhi. Setelah persetujuan akhir diberikan oleh Manajer Hukum, User Bagian

mendapatkan dokumen addendum yang telah disetujui, menandakan bahwa

proses pembuatan addendum telah selesai dan dokumen siap untuk

diimplementasikan.

Proses ini memastikan bahwa setiap addendum yang diajukan melalui

beberapa tahap pemeriksaan dan persetujuan, dengan fokus pada kepatuhan

terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan. Hal ini juga memberikan

mekanisme untuk revisi dan kelengkapan dokumen jika diperlukan, sehingga

memastikan bahwa dokumen yang disetujui telah memenuhi semua persyaratan
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yang diperlukan.

4. Desain Sistem
Desain database untuk aplikasi Produk Hukum dan JDIH berfungsi untuk

mengelola data yang terkait dengan pengajuan, koreksi, persetujuan, dan

pengarsipan produk hukum. Desain ini terdiri dari beberapa tabel yang saling

berhubungan dan dirancang untuk memastikan efisiensi, keamanan, serta

kemudahan akses informasi.

4.1. Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) atau diagram hubungan entitas adalah alat

visualisasi yang digunakan dalam desain database untuk menggambarkan

hubungan antara entitas atau objek dalam sistem. ERD digunakan untuk

merepresentasikan data yang akan disimpan dalam database dan cara entitas

tersebut berinteraksi satu sama lain. ERD biasanya digunakan oleh pengembang

sistem informasi untuk menggambarkan struktur database dan hubungan antara

tabel dalam database. Dalam sistem aplikasi produk hukum dan JDIH, ERD dapat

digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas-entitas yang terlibat

dalam proses pembuat aplikasi. Ada beberapa jenis hubungan yang dapat

digambarkan dalam ERD, antara lain:

● Hubungan satu ke satu (one-to-one): entitas satu memiliki satu dan hanya

satu entitas lain yang berhubungan dengannya.

● Hubungan satu ke banyak (one-to-many): entitas satu memiliki banyak entitas

lain yang berhubungan dengannya.

● Hubungan banyak ke banyak (many-to-many): banyak entitas satu

berhubungan dengan banyak entitas lain.

Dalam konteks aplikasi produk hukum dan JDIH, ERD dapat membantu

pengembang sistem untuk memahami struktur database yang diperlukan untuk

menyimpan data terkait, serta hubungan antara entitas-entitas tersebut. Dengan

pemahaman yang lebih baik tentang struktur database, pengembang sistem dapat

merancang dan mengembangkan aplikasi yang lebih efektif dan efisien.
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Berikut adalah penjelasan dari Gambar 10, yaitu mengenai alur kerja dan

hubungan antar tabel yang terdapat dalam ERD (Entity-Relationship Diagram)

yang menggambarkan sistem pengelolaan produk hukum. Sistem ini dirancang

untuk menangani berbagai aspek dalam proses permohonan, pembuatan,

persetujuan, dan pengelolaan dokumen hukum. Setiap tabel dalam ERD memiliki

fungsi spesifik dan berhubungan dengan tabel lainnya untuk memastikan semua

tahapan dari pengajuan hingga pengesahan produk hukum terdokumentasi

dengan baik.

Dalam penjelasan ini, akan dijelaskan bagaimana tabel-tabel tersebut bekerja

sama, termasuk peran masing-masing tabel dan bagaimana relasi-relasi di antara

tabel tersebut membentuk keseluruhan proses yang terstruktur dan terintegrasi.
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Gambar 10 Entity Relationship Diagram

4.2. Metadata

Metadata ERD ini berfungsi sebagai panduan struktur data dalam aplikasi

Produk Hukum dan JDIH, yang dirancang untuk mengelola proses pengajuan,

persetujuan, dan pengarsipan produk hukum secara sistematis. Setiap tabel dalam

metadata ini mewakili komponen penting dari sistem, mencakup mulai dari

pengajuan permohonan hingga penerbitan produk hukum yang telah disahkan.

Metadata ini menjelaskan fungsi, relasi, dan peran setiap tabel dalam

mendukung alur kerja aplikasi. Tabel-tabel ini memastikan bahwa semua data terkait

produk hukum, seperti informasi permohonan, riwayat persetujuan, detail dokumen

pendukung, dan hak akses, terdokumentasi dengan jelas dan terstruktur. Dengan

adanya metadata ini, pengguna aplikasi dapat memahami struktur database yang

mendasari proses otomatisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam manajemen

produk hukum di organisasi.

1. Tabel permohonan

Menyimpan informasi terkait permohonan produk hukum yang diajukan, termasuk

jenis, kategori, status, dan PIC yang bertanggung jawab.

Tabel 1 Permohonan

Nama Kolom Tipe Data Relasi Fungsi Deskripsi

id_permohonan INT Primary Key Identifikasi

unik

permohonan

ID unik untuk

setiap

permohonan.

id_jenis_permohonan INT Foreign Key ke

m_jenis_permoho

nan

Jenis

permohonan

Jenis

permohonan,

seperti

pembuatan
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atau koreksi

dokumen.

id_status INT Foreign Key ke

m_status

Status

permohonan

Status proses

dari

permohonan,

seperti

"Pending".

id_kategori_permohonan INT Foreign Key ke

m_kategori_permo

honan

Kategori

permohonan

Mengidentifik

asi kategori

permohonan.

Contoh: PP,

KD, PD,

PSTJ, dll.

id_pic INT Foreign Key ke

m_pic

Penanggung

jawab

permohonan

Identitas PIC

yang

bertanggung

jawab atas

permohonan

ini.

tgl_pengajuan DATE - Tanggal

pengajuan

Tanggal

pengajuan

permohonan.

nama_pemohon VAR - Nama

pemohon

Nama dari

pengaju

permohonan.
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lampiran BLOB - Dokumen

lampiran

Dokumen

pendukung

permohonan.

judul_permohonan VAR - Judul

permohonan

Ringkasan

dari

permohonan.

is_pesan_tanggal BOOLEAN - Indikator

tanggal

tertentu

Tanda jika

permohonan

menginginkan

tanggal

khusus.

tanggal_pesanan DATE - Tanggal yang

diminta

Tanggal yang

diminta jika

is_pesan_tan

ggal aktif.

nomor_surat_workflow VAR - Nomor surat

terkait alur

kerja

Nomor

workflow

terkait.

judul_workflow VAR - Deskripsi alur

kerja

Judul alur

kerja

permohonan.

2. Tabel m_produk_hukum

Mencatat informasi tentang produk hukum yang telah disahkan, termasuk nomor

produk, revisi, jenis dokumen, dan tanggal penetapan serta kedaluwarsa.
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Tabel 2 m_produk_hukum

Nama Kolom Tipe Data Relasi Fungsi Deskripsi

id_produk_hukum INT Primary Key Identifikasi

produk hukum

ID unik untuk

setiap produk

hukum.

id_permohonan INT Foreign Key ke

permohonan

Menghubungk

an ke

permohonan

Permohonan

terkait produk

hukum ini.

id_riwayat_draft INT Foreign Key ke

riwayat_draft

Riwayat draft Menghubung

kan produk

hukum

dengan draft

terkait.

id_status INT Foreign Key ke

m_status

Status produk

hukum

Status

legalitas

produk

hukum ini

(aktif, tidak

aktif, dll).

nomor_produk_hukum VAR - Nomor produk

hukum

Nomor resmi

produk

hukum yang

diterbitkan.

revisi VAR - Revisi produk Versi revisi
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hukum produk

hukum jika

ada.

jenis_dokumen VAR - Jenis

dokumen

Tipe produk

hukum,

seperti

peraturan

atau surat

keputusan.

judul_produk_hukum VAR - Judul produk

hukum

Judul resmi

produk

hukum yang

diterbitkan.

nomor_dokumen_refere

nsi

VAR - Referensi

dokumen

Dokumen

yang menjadi

referensi

produk

hukum ini.

tanggal_penetapan DATETIME- Tanggal

penetapan

Waktu

penetapan

produk

hukum.

tanggal_berakhir DATETIME- Tanggal

kedaluwarsa

Batas waktu

berlakunya

produk

hukum.
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3. Tabel detail_sk_tim

Mencatat informasi anggota tim dalam surat keputusan (SK) yang berhubungan

dengan produk hukum, seperti jabatan dan tugasnya dalam tim.

Tabel 3 detail_sk_tim

Nama Kolom Tipe Data Relasi Fungsi Deskripsi

id_sk_tim INT Primary Key Identifikasi

tim dalam SK

ID unik untuk

setiap tim

yang terlibat

dalam SK

terkait produk

hukum.

id_permohonan INT Foreign Key ke

permohonan

Menghubung

kan ke

permohonan

Permohonan

terkait tim ini.

nama VAR - Nama

anggota tim

Nama lengkap

anggota tim

yang terlibat

(Terintegrasi

dengan HRIS)

nip_pegawai VAR - Nomor Induk

Pegawai

(NIP)

NIP dari

anggota tim.
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jabatan_dalam_tim VAR - Jabatan

dalam tim

Posisi

anggota

dalam tim.

uraian_tugas VAR - Uraian tugas

anggota

Deskripsi

tugas anggota

tim dalam SK.

created_at DATETIME - Waktu

pencatatan

data

Waktu

pembuatan

data anggota

tim.

update_at DATETIME - Waktu

pembaruan

data

Waktu terakhir

pembaruan

data anggota

tim.

4. Tabel riwayat_permohonan

Mencatat riwayat perubahan atau revisi dari setiap permohonan yang diajukan.

Tabel ini mencatat versi, catatan perubahan, dan tanggal pencatatan.

Tabel 4 riwayat_permohonan

Nama Kolom Tipe Data Relasi Fungsi Deskripsi

id_riwayat_permohonan INT Primary Key Identifikasi riwayat

permohonan

ID unik untuk

setiap catatan

riwayat

43



perubahan

permohonan.

id_permohonan INT Foreign Key

ke

permohonan

Menghubungkan

ke permohonan

Permohonan

yang mengalami

perubahan.

versi VAR - Versi permohonan Versi perubahan

pada

permohonan.

catatan_permohonan VAR - Catatan

perubahan

Catatan atau

alasan

perubahan pada

permohonan.

created_at DATETIME - Tanggal

pencatatan

Waktu

perubahan

dicatatkan.

5. Tabel m_jenis_permohonan

Menyimpan berbagai jenis permohonan yang dapat diajukan, seperti permohonan

pembuatan produk hukum baru atau koreksi terhadap dokumen yang sudah ada.

Tabel 5 m_jenis_permohonan

Nama Kolom Tipe Data Relasi Fungsi Deskripsi

id_jenis_permohonan INT Primary Key Identifikasi jenis ID unik untuk

setiap jenis
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permohonan permohonan.

nama VAR - Nama jenis

permohonan

Nama kategori

jenis

permohonan

(tim/non tim)

deskripsi TEXT - Deskripsi jenis

permohonan

Penjelasan

mengenai jenis

permohonan.

6. Tabel m_kategori_permohonan

Menyimpan berbagai kategori permohonan yang dapat diajukan untuk memudahkan

pengelompokan permohonan sesuai kebutuhan produk hukum.

Tabel 6 m_kategori_permohonan

Nama Kolom Tipe Data Relasi Fungsi Deskripsi

id_kategori_permohonan INT Primary Key Identifikasi kategori

permohonan

ID unik untuk

setiap kategori

permohonan.

nama VAR - Nama kategori

permohonan

Nama kategori,

misalnya

"Peraturan".

deskripsi TEXT - Deskripsi kategori Penjelasan

lebih lanjut

tentang
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kategori ini.

7. Tabel m_hierarchy

Menyimpan struktur hirarki organisasi yang digunakan dalam alur persetujuan

permohonan produk hukum. Tabel ini membantu dalam menentukan peran atau

jabatan yang memiliki kewenangan untuk menyetujui permohonan tertentu.

Tabel 7 m_hierarchy

Nama Kolom Tipe Data Relasi Fungsi Deskripsi

id_hierarchy INT Primary Key Identifikasi

hirarki

ID unik untuk

setiap level hirarki

dalam aplikasi.

id_kategori_permohon

an

INT Foreign Key ke

m_kategori_permohon

an

Kategori

terkait

hirarki

Mengelompokkan

hirarki

berdasarkan

kategori

permohonan.

id_pic INT Foreign Key ke m_pic Penanggun

g jawab

PIC yang terkait

dengan level ini

dalam hierarki

organisasi.

order INT - Urutan

hierarki

Menentukan

urutan level

dalam struktur
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hierarki.

keterangan VAR - Deskripsi Penjelasan

tambahan

mengenai level

hirarki ini.

8. Tabel m_pic

Tabel m_pic menyimpan informasi person-in-charge (PIC) atau penanggung jawab

yang memiliki peran dalam pengelolaan permohonan produk hukum.

Tabel 8 m_pic

Nama Kolom Tipe Data Relasi Fungsi Deskripsi

id_pic INT Primary Key Identifikasi

PIC

ID unik untuk

setiap PIC dalam

aplikasi.

id_role INT Foreign Key ke

m_role

Menghubun

gkan ke role

PIC

Menentukan

peran atau akses

PIC.

nama VAR - Nama PIC Nama dari

penanggung

jawab yang

terkait

permohonan.
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nip VAR - Nomor

Induk

Pegawai

(NIP)

NIP dari PIC.

jabatan VAR - Jabatan

PIC

Posisi atau

jabatan PIC

dalam

organisasi.

created_at DATETIME - Waktu

pembuatan

Tanggal saat PIC

ini didaftarkan.

updated_at DATETIME - Waktu

pembaruan

Tanggal

pembaruan data

terakhir.

9. Tabel histori_approval

Menyimpan riwayat persetujuan atau penolakan dari setiap permohonan produk

hukum. Tabel ini mencatat perubahan status permohonan serta catatan dari PIC

yang memberikan persetujuan.

Tabel 9 histori_approval

Nama Kolom Tipe Data Relasi Fungsi Deskripsi

id_histori_approval INT Primary Key Identifikasi histori

approval

ID unik untuk setiap

riwayat approval

atau penolakan.
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id_permohonan INT Foreign Key ke

permohonan

Menghubungkan ke

permohonan

Referensi ke

permohonan yang

disetujui atau

ditolak.

id_pic INT Foreign Key ke

m_pic

PIC pemberi

persetujuan

PIC yang

melakukan

persetujuan atau

penolakan.

id_status INT Foreign Key ke

m_status

Status persetujuan Status hasil

approval seperti

"Disetujui" atau

"Ditolak".

created_at DATETIME - Tanggal

persetujuan

Waktu ketika

persetujuan atau

penolakan

dilakukan.

deskripsi TEXT - Catatan tambahan Catatan atau

alasan tambahan

dari PIC terkait

persetujuan.

10. Tabel m_status

Menyimpan status yang ada dalam aplikasi, seperti status permohonan, status

produk hukum, dan status lainnya. Status ini membantu melacak perkembangan

permohonan atau produk hukum.
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Tabel 10 m_status

Nama Kolom Tipe Data Relasi Fungsi Deskripsi

id_status INT Primary Key Identifikasi status ID unik untuk

setiap status dalam

aplikasi.

nama VAR - Nama status Nama atau label

status, seperti

"Pending" atau

"Disetujui".

keterangan VAR - Keterangan status Deskripsi

tambahan

mengenai peran

atau arti status ini.

tanggal_dibuat DATETIME - Waktu pembuatan Waktu saat status

ini dibuat.

aktif BOOLEAN - Status aktif Menunjukkan

apakah status ini

masih digunakan

atau tidak.

11. Tabel detail_hak_akses

Menyimpan hak akses yang dimiliki oleh setiap role dalam aplikasi. Hak akses ini

menentukan tindakan yang dapat dilakukan oleh role tertentu, seperti mengelola

atau menyetujui permohonan.
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Tabel 11 detail_hak_akses

Nama Kolom Tipe Data Relasi Fungsi Deskripsi

id_hak_akses INT Primary Key Identifikasi hak

akses

ID unik untuk

setiap hak akses

dalam aplikasi.

id_produk_hukum INT Foreign Key ke

m_produk_hukum

Menghubungkan

ke produk

hukum

Hak akses yang

berkaitan dengan

produk hukum

tertentu.

id_role INT Foreign Key ke

m_role

Role yang

memiliki hak

akses

Peran yang

memiliki akses

spesifik dalam

aplikasi.

created_at DATETIME - Tanggal

pembuatan hak

akses

Tanggal saat hak

akses ini dibuat.

update_at DATETIME - Tanggal terakhir

diperbarui

Tanggal terakhir

kali hak akses ini

diperbarui.

12. Tabel riwayat_draft

Menyimpan riwayat revisi atau perubahan yang dilakukan pada draft produk hukum.

Tabel ini membantu melacak versi dan perubahan yang dilakukan pada draft hingga

finalisasi.
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Tabel 12 riwayat_draft

Nama Kolom Tipe Data Relasi Fungsi Deskripsi

id_riwayat_draft INT Primary Key Identifikasi

riwayat draft

ID unik untuk setiap revisi

draft.

id_status INT Foreign Key

ke m_status

Status draft Status draft, seperti

"Pending" atau "Final".

file_draft BLOB - File draft File draft produk hukum

dalam format binary.

file_revisi_draft BLOB - File revisi File revisi draft jika ada

perubahan.

version_number INT - Nomor versi Menunjukkan versi revisi

draft.

created_at DATETIME - Waktu

pembuatan

Waktu draft dibuat pertama

kali.

updated_at DATETIME - Waktu

pembaruan

Waktu revisi terakhir pada

draft.

modified_by VAR - Pengubah draft Nama atau ID pengguna

yang melakukan perubahan

terakhir.

catatan_draft VAR - Catatan revisi Catatan atau alasan terkait
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revisi draft.

13. Tabel detail_lampiran

Tabel ini menyimpan informasi lampiran yang disertakan dalam permohonan produk

hukum, seperti dokumen RAB, notulen, atau dokumen pendukung lainnya yang

diperlukan.

Tabel 13 detail_lampiran

Nama Kolom Tipe Data Relasi Fungsi Deskripsi

id_detail_lampiran INT Primary Key Identifikasi detail

lampiran

ID unik untuk

setiap lampiran.

id_produk_hukum INT Foreign Key ke

m_produk_hukum

Menghubungkan

ke produk hukum

Produk hukum

terkait dengan

lampiran ini.

id_jenis_lampiran INT Foreign Key ke

m_jenis_lampiran

Jenis dokumen

lampiran

Jenis dari

dokumen yang

dilampirkan,

seperti RAB

atau notulen.

id_permohonan INT Foreign Key ke

permohonan

Menghubungkan

ke permohonan

Permohonan

yang terkait

dengan

lampiran ini.

judul_lampiran VAR - Judul lampiran Judul dari
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dokumen

lampiran.

file_lampiran BLOB - File lampiran File dokumen

lampiran dalam

format binary.

tanggal_upload TIMESTAMP - Tanggal upload Tanggal dan

waktu saat

lampiran

diunggah.

14. Tabel m_jenis_lampiran

Menyimpan daftar jenis dokumen yang bisa dilampirkan dalam permohonan produk

hukum, seperti RAB, notulen, dan jenis dokumen pendukung lainnya.

Tabel 14 m_jenis_permohonan

Nama Kolom Tipe Data Relasi Fungsi Deskripsi

id_jenis_lampiran INT Primary

Key

Identifikasi jenis

lampiran

ID unik untuk setiap jenis

dokumen lampiran.

nama VAR - Nama jenis

lampiran

Nama jenis dokumen, seperti

"RAB" atau "Notulen".

deskripsi VAR - Deskripsi jenis

lampiran

Penjelasan detail mengenai

jenis dokumen lampiran ini.
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15. Tabel m_role

Tabel ini menyimpan informasi terkait peran pengguna (role) dalam aplikasi. Setiap

peran memiliki hak akses tertentu yang menentukan tindakan yang dapat dilakukan

oleh pengguna tersebut.

Tabel 15 m_role

Nama Kolom Tipe Data Relasi Fungsi Deskripsi

id_role INT Primary

Key

Identifikasi role ID unik untuk setiap peran

pengguna dalam aplikasi.

id_user_role INT Foreign

Key

Relasi ke

pengguna yang

memiliki role ini

Menyimpan ID pengguna

yang memiliki peran ini.

tipe_akses VAR - Jenis hak akses Menentukan jenis akses

yang dimiliki oleh peran ini,

seperti admin atau

pengguna reguler.

created_at DATETIME - Waktu

pembuatan

Tanggal dan waktu saat

role ini pertama kali dibuat.

update_at DATETIME - Waktu

pembaruan

Tanggal dan waktu terakhir

kali role ini diperbarui.

16. Tabel m_template

Tabel ini berfungsi sebagai repositori mandiri untuk menyimpan informasi template

dokumen hukum.
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Tabel 16 m_template

Nama Tabel Nama Kolom Tipe
Data

Relasi Fungsi Deskripsi

m_template id_template INT Primary

Key

Identifikasi unik

template

ID unik untuk

setiap template

dokumen hukum,

sebagai primary

key pada tabel ini.

nama_templateVARCH

AR

- Nama template Nama atau judul

template, seperti

"Peraturan

Perusahaan",

"Keputusan

Direksi".

deskripsi VARCH

AR

- Penjelasan

template

Deskripsi singkat

tentang

penggunaan

template, termasuk

tujuan atau jenis

dokumen yang

cocok.
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file_template BLOB - Isi template Menyimpan isi atau

struktur dasar dari

template dalam

bentuk teks, HTML,

atau format lain.

created_at DATETI

ME

- Tanggal

pembuatan

Menyimpan

tanggal dan waktu

saat template

dibuat, berguna

untuk pencatatan

dan pengelolaan

data.

updated_at DATETI

ME

- Tanggal

pembaruan

Menyimpan

tanggal dan waktu

saat template

terakhir diperbarui

untuk memantau

perubahan

template.

status_aktif BOOLE

AN

- Status aktif/tidak

aktif

Menyimpan status

apakah template ini

aktif (tersedia) atau

tidak aktif

(disembunyikan

dari daftar).

4.3. User Interface (UI)
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User Interface (UI) dalam aplikasi Produk Hukum dan JDIH dirancang

untuk memudahkan pengguna dalam mengelola produk hukum secara digital.

Tampilan yang responsif serta navigasi yang jelas memastikan pengguna

dapat berinteraksi dengan aplikasi dengan efisien, baik melalui desktop

maupun perangkat mobile, untuk file UI/UX lengkap bisa dicek melalui

https://bit.ly/40DWOjE.

1. Halaman Login

Halaman Login merupakan halaman awal dari aplikasi yang berfungsi

untuk melakukan otentikasi pengguna atau user. Untuk mengautentikasi

pengguna sebelum mereka dapat mengakses sistem. Pengguna diminta untuk

memasukkan NIP dan kata sandi sebagai langkah keamanan untuk

memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses

aplikasi. Tujuan dari halaman ini adalah untuk melindungi data dan fitur yang

ada di dalam sistem dengan memastikan bahwa hanya pengguna yang

terverifikasi dapat masuk. Kedepannya, fitur Single Sign-On (SSO) akan

diterapkan untuk memungkinkan pengguna mengakses berbagai aplikasi

terkait dengan satu kali login, meningkatkan efisiensi dan kenyamanan

penggunaan.

Gambar 11 Halaman Login
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2. Halaman Dashboard

Halaman dashboard ini berfungsi sebagai pusat informasi yang
memberikan gambaran umum tentang status dan perkembangan produk
hukum serta koreksi kontrak dalam sistem. Pengguna dapat melihat berbagai
metrik penting seperti jumlah permohonan yang masuk, permohonan yang
sedang dalam proses, dan permohonan yang telah selesai. Terdapat juga
visualisasi data dalam bentuk grafik yang memudahkan pengguna untuk
memahami tren dan performa secara cepat.

Dashboard ini juga menyediakan akses cepat ke berbagai fitur lain
melalui menu di sisi kiri, seperti monitoring dan pembuatan draft untuk produk
hukum baru dan koreksi kontrak. Pengguna dapat dengan mudah memantau
progress pekerjaan mereka dan mengambil tindakan yang diperlukan melalui
antarmuka yang intuitif ini.

Gambar 12 Dashboard
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3. Halaman Pengajuan Permohonan Produk Hukum Baru via Aplikasi
Workflow

Proses pengajuan permohonan di aplikasi Workflow (Gambar 13)

dimulai dari pembuatan draft permohonan oleh user bagian, yang kemudian

harus mendapatkan persetujuan dari Manajer User. Setelah persetujuan

diterima, permohonan diajukan melalui aplikasi Workflow, di mana Direktur

Utama memberikan approval akhir. Setelah disetujui oleh Direktur Utama,

permohonan tersebut didisposisikan ke Sekretaris Perusahaan. Setelah semua

persetujuan diperoleh, permohonan ini secara otomatis terhubung dan

diteruskan ke aplikasi Produk Hukum dan JDIH, dimana Manajer Hukum

menerimanya untuk didisposisikan lebih lanjut ke SPV Regulasi/Advokasi. Di

sini, permohonan resmi tercatat dalam sistem hukum, dan nomor administrasi

produk hukum diberikan untuk memulai proses pembuatan dan pengesahan

hukum yang lebih lanjut.

Gambar 13 Pengajuan Produk Hukum Baru via Aplikasi Workflow

4. Halaman Monitoring Permohonan Produk Hukum Baru

Halaman monitoring dalam aplikasi ini dirancang untuk memberikan

akses yang komprehensif kepada berbagai level pengguna, mulai dari user

bagian hingga direktur utama. Pengguna dapat memantau secara real-time
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status permohonan dan perkembangan produk hukum yang sedang berjalan.

Halaman ini menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh setiap peran, termasuk

monitoring detail oleh staf regulasi dan advokasi, manajer hukum, serta

pengawasan lebih lanjut oleh SPV regulasi dan advokasi, hingga direktur

utama.

Setiap pengguna akan dapat melihat data yang relevan dengan peran

mereka, dengan tampilan yang dikustomisasi untuk menampilkan informasi

penting seperti status dokumen, progres pengajuan, serta metrik kinerja.

Halaman ini memastikan transparansi dan kemudahan akses informasi di

seluruh tingkatan organisasi, sehingga memungkinkan setiap pihak untuk

mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data yang aktual dan akurat.

Berikut penjelasan dari masing-masing tampilan monitoring untuk user:

5. Tampilan halaman monitoring untuk user bagian

Halaman ini berfungsi untuk memonitor status pengajuan produk hukum

baru. Pengguna dapat melihat berbagai informasi terkait permohonan, seperti

judul permohonan, kategori permohonan, jenis permohonan, tanggal

pengajuan, status, dan melakukan tindakan terkait melalui kolom aksi.

Gambar 14 Halaman Monitoring User Bagian
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Berikut Tabel Functional Specification Document :

Tabel 17 FDS Halaman Monitoring

No Elemen UI Deskripsi Jenis
Komponen

Tabel
Database

Kolom
Database

1 Judul

Permohon

an

Menampilkan

judul dari

permohonan

produk

hukum.

Text permohonan judul_permo

honan

2 Kategori

Permohon

an

Menampilkan

kategori

permohonan

produk

hukum.

Text m_kategori_per

mohonan

nama

3 Jenis

Permohon

an

Menampilkan

jenis

permohonan,

apakah untuk

Tim atau

Non-Tim.

Text m_jenis_permo

honan

nama

4 Tanggal

Pengajuan

Menampilkan

tanggal

pengajuan

permohonan.

Text permohonan tgl_pengajua

n
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5 Pesan

Tanggal

Menampilkan

status 'Pesan

Tanggal' yang

menentukan

apakah

tanggal perlu

ditetapkan.

Text permohonan is_pesan_tan

ggal

6 PIC Hukum Menampilkan

nama PIC

(Person in

Charge) yang

bertanggung

jawab atas

permohonan.

Text m_pic nama

7 Nama

Pemohon

Menampilkan

nama

pemohon

produk

hukum.

Text permohonan nama_pemo

hon

8 Nomor

Surat

Workflow

Menampilkan

nomor surat

yang

terhubung

dengan

aplikasi

workflow.

Text permohonan nomor_surat

_workflow
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9 Status Menampilkan

status dari

permohonan

(contoh:

'Menunggu

Persetujuan',

'Selesai').

Badge m_status nama

10 Tanggal

Selesai

Menampilkan

tanggal

selesainya

proses

permohonan.

Text histori_approval created_at

11 Nomor

Produk

Hukum

Menampilkan

nomor produk

hukum jika

permohonan

telah selesai

dan

ditetapkan.

Text m_produk_huku

m

nomor_produ

k_hukum

6. Tampilan halaman monitoring untuk Manajer Bagian

UI yang ditampilkan adalah halaman Monitoring Pengajuan Produk Hukum
Baru untuk Manajer Bagian. Halaman ini berfungsi untuk memantau status

berbagai permohonan produk hukum yang diajukan. Berikut penjelasan untuk setiap

elemen yang ada pada UI ini:

1. Menu Sidebar:
○ Di sisi kiri terdapat menu navigasi untuk mengakses halaman lain,

seperti Dashboard, Produk Hukum Baru (dengan submenu

64



Monitoring dan Pengajuan Baru), Koreksi Kontrak (dengan submenu
Monitoring dan Pengajuan Baru), serta Pengaturan dan Keluar untuk
manajemen akun dan logout.

2. Judul Halaman:
○ Judul “Monitoring Pengajuan Produk Hukum Baru” menandakan bahwa

halaman ini khusus untuk memantau proses pengajuan produk hukum

baru, sehingga pengguna bisa melihat status setiap permohonan.

3. Kolom Data:
○ Judul Permohonan: Menampilkan ringkasan atau judul dari

permohonan produk hukum yang diajukan.

○ Kategori Permohonan: Kategori produk hukum yang diajukan, seperti

PSTJ, Tim, atau Keputusan Direksi.

○ Jenis Permohonan: Jenis permohonan, misalnya Tim atau Non-Tim,

yang membantu mengklasifikasikan permohonan.

○ Tanggal Pengajuan: Tanggal ketika permohonan produk hukum
diajukan.

○ Pesan Tanggal: Kolom ini menunjukkan apakah pengaju menginginkan

tanggal tertentu untuk penerbitan produk hukum.

○ PIC Hukum: Person In Charge (PIC) yang bertanggung jawab dalam

proses pengajuan atau persetujuan.

○ Nama Pemohon: Nama orang atau bagian yang mengajukan
permohonan produk hukum.

○ Nomor Surat Workflow: Nomor surat atau referensi workflow yang

terkait dengan permohonan produk hukum.

○ Status: Status terkini dari permohonan, seperti “Selesai,” “Menunggu
Persetujuan,” atau “Pengajuan Baru.” Status ini membantu pengguna

untuk melihat proses mana yang masih berlangsung atau sudah

selesai.

○ Tanggal Selesai: Tanggal ketika permohonan dinyatakan selesai.
○ Nomor Produk Hukum: Nomor produk hukum yang sudah disahkan,

jika sudah selesai prosesnya.

4. Aksi:
○ Kolom “Aksi” memberikan opsi Lihat untuk setiap permohonan,

memungkinkan pengguna melihat detail lebih lanjut dari permohonan
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tertentu.

5. Filter dan Pencarian:
○ Terdapat filter di bagian atas setiap kolom, yang memungkinkan

pengguna melakukan pencarian atau penyaringan data berdasarkan

kriteria tertentu, seperti kategori permohonan, jenis permohonan, status,

atau tanggal pengajuan.

6. Tombol Pengajuan Baru:
○ Di pojok kanan atas, terdapat tombol Pengajuan Baru untuk membuat

permohonan produk hukum baru. Dengan mengklik tombol ini,

pengguna diarahkan ke halaman pengajuan produk hukum.

UI ini mempermudah pengguna untuk memantau status setiap permohonan secara

komprehensif, dengan akses cepat ke detail permohonan, status terkini, serta pilihan

untuk menyaring atau mencari data sesuai kebutuhan.

Gambar 15 Halaman Monitoring Manajer Bagian
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7. Tampilan halaman monitoring untuk staf regulasi

Halaman ini berfungsi untuk memantau dan mengelola pengajuan produk

hukum yang sedang dalam proses, khususnya bagi Staf Regulasi. Sebagai staf yang
bertugas mengawasi dan memantau proses regulasi, mereka dapat melihat status

dari setiap pengajuan, memastikan kelengkapan dokumen, dan mengawasi alur

persetujuan produk hukum yang sedang berjalan.

Elemen-elemen Halaman

1. Menu Sidebar:
○ Di sebelah kiri, terdapat menu navigasi yang memungkinkan Staf

Regulasi untuk mengakses bagian lain dari aplikasi, seperti
Dashboard, Produk Hukum Baru (Monitoring dan Pengajuan Baru),

serta Koreksi Kontrak dan Pengaturan. Menu ini membantu staf untuk
berpindah antar fungsi dengan mudah.

2. Judul Halaman:
○ Judul “Monitoring Pengajuan Produk Hukum Baru” menunjukkan bahwa

halaman ini digunakan untuk memantau pengajuan produk hukum, dan

khususnya untuk peran staf regulasi.

3. Kolom Data Utama:
○ Judul Permohonan: Menampilkan nama atau judul dari setiap

pengajuan produk hukum, memberikan ringkasan singkat tentang isi

permohonan.

○ Kategori Permohonan: Menunjukkan kategori produk hukum, seperti
PSTJ atau Keputusan Direksi, sehingga staf regulasi bisa membedakan

jenis dokumen hukum yang diajukan.

○ Jenis Permohonan: Menyatakan apakah permohonan adalah Tim atau

Non-Tim, membantu mengklasifikasikan permohonan sesuai jenisnya.

○ Tanggal Pengajuan: Menyimpan tanggal pengajuan permohonan, yang
dapat digunakan untuk melacak waktu proses sejak diajukan.

○ Pesan Tanggal: Indikator apakah pemohon meminta tanggal tertentu
untuk penerbitan produk hukum.

○ PIC Hukum: Menunjukkan Person In Charge (PIC) yang bertanggung

jawab pada bagian hukum untuk permohonan ini.
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○ Nama Pemohon: Menyebutkan nama atau bagian yang mengajukan
permohonan produk hukum.

○ Nomor Surat Workflow: Nomor surat yang terkait dengan alur kerja
permohonan ini, sebagai referensi.

○ Status: Status terkini dari pengajuan, seperti “Sedang Berproses,”
“Pengajuan Baru,” atau “Selesai.” Status ini membantu staf regulasi

memantau perkembangan pengajuan.

○ Tanggal Selesai: Tanggal di mana pengajuan diselesaikan, atau tanda
bahwa proses telah selesai.

○ Nomor Produk Hukum: Jika produk hukum telah diterbitkan, nomor

resmi akan muncul di kolom ini.

4. Aksi:
○ Kolom “Aksi” menyediakan tombol Lihat untuk setiap pengajuan, yang

memungkinkan Staf Regulasi melihat detail lebih lanjut dari setiap
permohonan produk hukum.

5. Filter dan Pencarian:
○ Terdapat opsi filter di bagian atas setiap kolom, memungkinkan staf

untuk menyaring data berdasarkan kriteria tertentu, seperti kategori,

jenis permohonan, atau status, yang memudahkan pencarian

pengajuan spesifik.

6. Tombol Pengajuan Baru:
○ Di pojok kanan atas, tombol Pengajuan Baru memungkinkan staf

regulasi membuat pengajuan baru jika diperlukan. Ini memberi

kemudahan akses jika staf ingin menambah permohonan produk

hukum.

Halaman ini memungkinkan Staf Regulasi untuk:

● Memantau Status: Staf dapat dengan cepat melihat status semua pengajuan
produk hukum yang sedang berjalan.

● Melakukan Penyaringan Data: Staf dapat menggunakan filter untuk
menemukan pengajuan tertentu atau untuk mendapatkan daftar pengajuan

berdasarkan status, kategori, atau tanggal.

Halaman Monitoring Pengajuan Produk Hukum Baru untuk Staf Regulasi adalah
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alat penting dalam memastikan proses pengajuan produk hukum berjalan lancar.

Halaman ini menyediakan informasi menyeluruh dan kemampuan manajemen data

yang dibutuhkan oleh staf untuk melaksanakan tugas pengawasan mereka dengan

efisien.

Gambar 16 Halaman Monitoring Staf Regulasi

8. Tampilan halaman monitoring untuk manajer hukum

Halaman ini dirancang untuk membantu Manajer Hukum memantau dan

mengelola berbagai pengajuan produk hukum yang sedang dalam proses,

memberikan pandangan menyeluruh terhadap status, kelengkapan, mengatur hak

akses dan tahapan setiap pengajuan. Sebagai Manajer Hukum, pengguna memiliki

tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap permohonan berjalan sesuai alur

persetujuan dan bahwa semua dokumen hukum yang diajukan memenuhi standar

yang diperlukan.

Elemen-Elemen Halaman

1. Menu Sidebar:
○ Pada sisi kiri, terdapat menu navigasi untuk berpindah ke berbagai

bagian aplikasi seperti Dashboard, Produk Hukum Baru (Monitoring
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dan Pengajuan Baru), Koreksi Kontrak, Pengaturan, dan Keluar.
Navigasi ini membantu Manajer Hukum untuk mengakses berbagai

fungsi aplikasi secara cepat.

2. Judul Halaman:
○ Judul “Monitoring Pengajuan Produk Hukum Baru” menegaskan bahwa

halaman ini berfungsi untuk mengawasi pengajuan produk hukum yang

masih berjalan atau sedang menunggu persetujuan di berbagai tahap.

3. Kolom Data Utama:
○ Judul Permohonan: Menampilkan judul atau ringkasan singkat dari

setiap pengajuan produk hukum.

○ Kategori Permohonan: Menunjukkan kategori produk hukum, seperti
PSTJ atau Keputusan Direksi, yang memudahkan identifikasi jenis

dokumen yang sedang diajukan.

○ Jenis Permohonan: Menyatakan apakah permohonan berbentuk Tim
atau Non-Tim.

○ Tanggal Pengajuan: Tanggal pengajuan permohonan, yang
memudahkan Manajer Hukum untuk melacak durasi proses pengajuan.

○ Pesan Tanggal: Indikator apakah pemohon meminta tanggal khusus
untuk penerbitan produk hukum.

○ PIC Hukum: Person In Charge (PIC) yang bertanggung jawab

mengelola permohonan ini.

○ Nama Pemohon: Nama dari pemohon atau departemen yang
mengajukan permohonan.

○ Nomor Surat Workflow: Nomor yang terkait dengan alur kerja atau
workflow pengajuan, sebagai referensi untuk melacak dokumen terkait.

○ Status: Status terkini dari permohonan, seperti "Menunggu Tinjauan,"
"Koreksi Direksi Hukum," atau "Selesai." Status ini membantu Manajer

Hukum untuk melihat proses mana yang perlu ditindaklanjuti.

○ Tanggal Masuk dan Tanggal Keluar: Menunjukkan kapan
permohonan mulai diproses dan kapan ditargetkan untuk selesai.

○ Tanggal Selesai: Tanggal ketika permohonan dinyatakan selesai,
menunjukkan bahwa proses pengajuan telah tuntas.

○ Nomor Produk Hukum: Nomor produk hukum resmi yang diberikan

setelah produk hukum disahkan.
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4. Aksi:
○ Kolom Aksi menyediakan tombol Lihat untuk setiap pengajuan, yang

memungkinkan Manajer Hukum melihat detail lengkap dari pengajuan

tersebut.

○ Tombol Hak Akses memungkinkan Manajer Hukum atau pengguna

yang berwenang untuk mengatur atau mengelola hak akses terkait

pengajuan produk hukum tertentu. Dengan tombol ini, pengguna dapat

menyesuaikan siapa saja yang memiliki izin untuk melihat, mengedit,

atau melakukan tindakan lain terhadap pengajuan tersebut.

5. Filter dan Pencarian:
○ Fitur filter di bagian atas memungkinkan Manajer Hukum untuk

menyaring pengajuan berdasarkan kategori, status, jenis, tanggal

pengajuan, atau kriteria lainnya. Ini memudahkan pencarian dan

pelacakan pengajuan tertentu dengan cepat.

6. Tombol Pengajuan Baru:
○ Di pojok kanan atas, terdapat tombol Pengajuan Baru yang

memungkinkan Manajer Hukum atau staf untuk menambah pengajuan

baru jika diperlukan.

Halaman ini memudahkan Manajer Hukum untuk:

● Memantau Status dan Progres: Manajer dapat melihat status terkini setiap
permohonan, apakah sedang dalam tinjauan, menunggu persetujuan, atau

sudah selesai.

● Mengecek Kelengkapan Dokumen: Melalui akses ke detail permohonan,
Manajer Hukum dapat memastikan bahwa dokumen yang diajukan lengkap

dan sesuai standar.

● Melakukan Penyaringan untuk Efisiensi: Fitur filter membantu Manajer
Hukum untuk menemukan pengajuan tertentu atau menampilkan pengajuan

berdasarkan kategori atau status tertentu, mempercepat proses pemantauan.

Halaman Monitoring Pengajuan Produk Hukum Baru ini adalah bagian penting

bagi Manajer Hukum untuk memastikan bahwa setiap pengajuan produk hukum

diproses dengan efisien dan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan. Dengan

akses ke informasi detail dan kemampuan memantau status, Manajer Hukum dapat
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menjaga agar seluruh proses berjalan lancar dan tepat waktu.

Gambar 17 Halaman Monitoring Manajer Hukum

9. Tampilan halaman monitoring untuk SPV regulasi

Halaman ini bertujuan untuk membantu SPV Regulasi memantau pengajuan

produk hukum yang sedang berlangsung dalam proses regulasi. Sebagai SPV

Regulasi, pengguna memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi, memantau alur

persetujuan, mengatur hak akses, dan mengoordinasikan pengajuan produk hukum

sehingga berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Elemen-Elemen Utama dalam UI

1. Menu Sidebar:
○ Terletak di sisi kiri layar, menu navigasi ini memungkinkan SPV

Regulasi untuk mengakses halaman lain dalam aplikasi, seperti

Dashboard, Produk Hukum Baru (Monitoring dan Pengajuan Baru),

Koreksi Kontrak (Monitoring dan Pengajuan Baru), serta Pengaturan
dan Keluar.

2. Judul Halaman:
○ Judul “Monitoring Pengajuan Produk Hukum Baru” menunjukkan bahwa

halaman ini berfungsi untuk memantau status berbagai pengajuan

produk hukum yang sedang diproses.
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3. Kolom Data Utama:
○ Judul Permohonan: Berisi judul atau nama pengajuan produk hukum,

yang memberikan ringkasan mengenai isi permohonan.

○ Kategori Permohonan: Menunjukkan kategori produk hukum, seperti
Persetujuan (PSTJ), Peraturan Direksi, atau Keputusan Direksi, untuk

mengelompokkan pengajuan sesuai jenis dokumennya.

○ Jenis Permohonan: Menyatakan apakah pengajuan adalah Tim atau

Non-Tim, yang membantu mengklasifikasikan jenis permohonan.

○ Tanggal Pengajuan: Menunjukkan tanggal pengajuan permohonan,
yang memungkinkan SPV untuk melacak durasi proses sejak

permohonan diajukan.

○ Pesan Tanggal: Menandakan apakah pemohon memiliki permintaan
khusus terkait tanggal penerbitan produk hukum.

○ PIC Hukum: Person In Charge (PIC) yang bertanggung jawab dalam

bagian hukum untuk permohonan ini.

○ Nama Pemohon: Nama dari pemohon atau departemen yang
mengajukan permohonan.

○ Nomor Surat Workflow: Nomor referensi untuk workflow yang terkait

dengan permohonan, yang memudahkan pelacakan dokumen dalam

alur kerja.

○ Tanggal Disposisi: Menunjukkan kapan permohonan didisposisikan
atau diteruskan ke tahap berikutnya oleh PIC yang bertanggung jawab.

○ Tanggal Keluar: Tanggal di mana permohonan selesai diproses atau
diambil tindakan akhir.

○ Status: Status terkini dari permohonan, seperti "Selesai," "Draft,"
"Koreksi Direksi Hukum," atau "Tinjauan Bagian". Status ini

menunjukkan posisi permohonan dalam alur kerja dan apakah masih

ada tindakan yang perlu diambil.

○ Tanggal Selesai: Tanggal kapan permohonan secara resmi dinyatakan
selesai.

○ Nomor Produk Hukum: Jika produk hukum telah disahkan, nomor

resminya akan muncul di kolom ini.

4. Aksi (Tombol Lihat dan Hak Akses):
○ Lihat: Tombol ini memungkinkan SPV untuk melihat detail lengkap dari

73



pengajuan produk hukum tertentu, sehingga SPV bisa memahami lebih

dalam tentang status dan kelengkapan dokumen yang diajukan.

○ Hak Akses: Tombol Hak Akses memungkinkan SPV untuk mengatur

siapa saja yang dapat mengakses dokumen tersebut. Dengan fitur ini,

SPV bisa memberikan izin untuk melihat, mencetak, atau mengunduh

dokumen hanya kepada pihak-pihak yang berwenang.

5. Filter dan Pencarian:
○ Di bagian atas tabel, terdapat fitur filter yang memungkinkan SPV untuk

menyaring pengajuan berdasarkan kategori, jenis permohonan, status,

atau tanggal tertentu. Hal ini mempermudah SPV untuk menemukan

pengajuan tertentu atau untuk memfokuskan pada pengajuan yang

sedang memerlukan tindakan.

6. Tombol Pengajuan Baru:
○ Terletak di pojok kanan atas, tombol Pengajuan Baru memungkinkan

SPV Regulasi untuk membuat pengajuan produk hukum baru jika

diperlukan.

Halaman ini memungkinkan SPV Regulasi untuk:

● Memantau Progres Pengajuan: SPV dapat melihat status terbaru setiap

pengajuan dan memastikan bahwa semua permohonan berjalan sesuai

jadwal.

● Melakukan Tinjauan Dokumen: Dengan tombol Lihat, SPV dapat melihat

detail dari setiap permohonan dan memastikan kelengkapan serta kesesuaian

dokumen.

● Mengelola Hak Akses: Melalui tombol Hak Akses, SPV dapat mengatur

aksesibilitas dokumen sehingga hanya pihak berwenang yang bisa mengakses

dokumen penting.

● Menyaring Data untuk Efisiensi: Fitur filter membantu SPV Regulasi dalam

menemukan pengajuan tertentu atau menyaring data berdasarkan status,

kategori, dan tanggal, mempercepat proses monitoring.

UI Monitoring Pengajuan Produk Hukum Baru untuk SPV Regulasi adalah alat

penting untuk mengawasi dan memastikan kelancaran alur kerja pengajuan produk

hukum. Dengan akses ke informasi lengkap, kemampuan untuk mengatur hak akses,
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dan alat untuk melakukan penyaringan data, SPV Regulasi dapat melakukan tugas

pengawasan dan koordinasi dengan lebih efektif.

Gambar 18 Halaman Monitoring SPV Regulasi

10. Tampilan halaman Hak Akses

UI ini dirancang untuk mengatur hak akses pengguna terhadap sebuah

dokumen atau produk hukum tertentu. Dengan fitur ini, pengguna dapat

menyesuaikan siapa saja yang dapat melihat, mencetak, mengunduh, atau

memiliki akses khusus lain terhadap dokumen yang diajukan atau produk hukum

yang disetujui.

Elemen-Elemen Utama pada UI Hak Akses

1. Tabel Hak Akses Pengguna
○ Nama User: Menampilkan daftar jabatan atau pengguna yang memiliki

atau dapat diberi hak akses ke dokumen tersebut.

○ Opsi Akses (Lihat, Cetak, Unduh):
■ Checkbox untuk menentukan hak akses spesifik seperti:

■ Lihat: Memberikan izin untuk melihat dokumen.
■ Cetak: Memberikan izin untuk mencetak dokumen.
■ Unduh: Memberikan izin untuk mengunduh dokumen.

■ Pengguna dapat menyesuaikan akses dengan mencentang atau
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mengosongkan checkbox sesuai dengan hak akses yang ingin

diberikan pada setiap jabatan.

2. Dropdown Pilihan Jabatan
○ Cari Jabatan: Terdapat dropdown di mana pengguna dapat

menambahkan jabatan baru dengan mengetik nama jabatan di kolom

pencarian.

○ Dropdown ini mempermudah dalam mencari dan menambahkan

jabatan atau user baru ke daftar hak akses.

3. Aksi Lihat dan Hapus
○ Lihat: Tombol Lihat di sebelah nama user memungkinkan admin untuk

melihat rincian lebih lanjut mengenai hak akses yang diberikan kepada

user tersebut.

○ Hapus: Ikon tempat sampah yang dapat digunakan untuk menghapus
user atau jabatan dari daftar akses jika tidak diperlukan lagi.

4. Riwayat Hak Akses
○ Bagian Riwayat Hak Akses menampilkan log atau catatan dari

perubahan hak akses yang dilakukan sebelumnya.

○ Tabel ini mencatat informasi seperti:

■ Nama pengguna yang diubah hak aksesnya.

■ Aksi yang diubah, seperti "Lihat", "Cetak", "Unduh", "Komentar",

"Approval".

■ Tanggal perubahan, sehingga admin dapat memantau kapan

terakhir kali hak akses diperbarui.

○ Fitur ini penting untuk audit dan pelacakan historis terkait siapa saja

yang diberi akses pada dokumen tertentu.

5. Dialog Konfirmasi Simpan Pengaturan Hak Akses
○ Setelah pengaturan hak akses dilakukan, ada dialog konfirmasi

“Simpan pengaturan hak akses?” dengan opsi Tidak dan Ya.
○ Tidak: Membatalkan perubahan yang telah dilakukan.
○ Ya: Menyimpan perubahan hak akses yang sudah ditetapkan, sehingga

hak akses yang baru langsung diterapkan dalam sistem.

6. Tombol Batal dan Simpan
○ Batal: Membatalkan semua perubahan hak akses yang belum

disimpan.
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○ Simpan: Menyimpan pengaturan hak akses yang telah diubah. Setelah
menekan tombol ini, perubahan akan disimpan secara permanen dan

berlaku langsung bagi pengguna yang diberikan hak akses.

UI Hak Akses ini memberikan kontrol penuh kepada administrator atau

manajer untuk mengelola izin akses dokumen. Setiap perubahan hak akses yang

dilakukan dapat dilihat dan dilacak dalam riwayat, memastikan transparansi dan

kontrol terhadap siapa saja yang bisa mengakses, mencetak, atau mengunduh

dokumen.

11. Tampilan halaman monitoring untuk Tata Bahasa - Direktur Utama

Halaman ini berfungsi untuk memantau status dan progres pengajuan produk

hukum yang telah diajukan ke berbagai tingkatan persetujuan. Masing-masing peran

(Tata Bahasa, Sekretaris Perusahaan, Manajer Senior, Direktur Bidang, dan
Direktur Utama) memiliki wewenang untuk melihat, menyetujui, atau memberikan

masukan terhadap produk hukum sesuai dengan tanggung jawab mereka. Tujuan

utama dari halaman ini adalah memberikan pandangan komprehensif dan akses

cepat terhadap setiap pengajuan yang membutuhkan persetujuan atau tinjauan di

level mereka.

Elemen-Elemen Utama dalam UI

1. Menu Sidebar:
○ Pada sisi kiri terdapat menu navigasi untuk akses cepat ke halaman

lain, seperti Dashboard, Produk Hukum Baru (Monitoring dan

Pengajuan Baru), Koreksi Kontrak (Monitoring dan Pengajuan Baru),
Pengaturan, dan Keluar. Hal ini mempermudah pengguna untuk
berpindah antar fungsi dalam aplikasi.

2. Judul Halaman:
○ Judul “Monitoring Pengajuan Produk Hukum Baru” menunjukkan bahwa

halaman ini dikhususkan untuk memantau pengajuan produk hukum

yang sedang diproses dalam organisasi, khususnya yang memerlukan

perhatian dari berbagai peran tingkat tinggi.

3. Kolom Data Utama:
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○ Judul Permohonan: Menyajikan judul atau ringkasan dari produk
hukum yang diajukan, memberikan informasi singkat tentang isi

permohonan.

○ Kategori Permohonan: Menunjukkan kategori produk hukum, seperti
Persetujuan (PSTJ), Peraturan Perusahaan, atau Keputusan Direksi,

untuk mengidentifikasi jenis permohonan.

○ Jenis Permohonan: Menyatakan apakah permohonan berbentuk Tim
atau Non-Tim.

○ Tanggal Pengajuan: Tanggal pengajuan permohonan, membantu
melacak durasi proses permohonan.

○ Pesan Tanggal: Menandakan jika ada permintaan tanggal spesifik
untuk penerbitan produk hukum.

○ PIC Hukum: Person In Charge (PIC) dari bagian hukum yang

menangani atau bertanggung jawab atas pengajuan ini.

○ Nama Pemohon: Nama bagian atau pengguna yang mengajukan
produk hukum.

○ Nomor Surat Workflow: Nomor referensi untuk workflow permohonan,

memudahkan pelacakan dalam sistem alur kerja.

○ Tanggal Masuk dan Tanggal Keluar: Menunjukkan kapan dokumen
masuk untuk tahap tertentu dan kapan ditargetkan selesai atau keluar

dari tahap tersebut.

○ Status: Status terkini dari pengajuan, seperti “Belum Dibaca”, “Draft”,

atau “Selesai Koreksi”. Status ini memberikan indikasi kepada

pengguna mengenai tahap proses yang sedang berjalan atau telah

selesai.

○ Tanggal Selesai: Menunjukkan kapan pengajuan produk hukum ini

dinyatakan selesai atau disetujui secara final.

○ Nomor Produk Hukum: Jika produk hukum telah disahkan, nomor

resminya akan ditampilkan di kolom ini.

4. Aksi (Tombol Lihat dan Lanjutkan):
○ Lihat: Tombol ini memungkinkan pengguna untuk melihat detail dari

pengajuan produk hukum tertentu. Ini memberikan akses ke informasi

lebih rinci terkait dokumen dan alur persetujuan yang telah dilalui.

○ Lanjutkan: Tombol Lanjutkan memungkinkan pengguna untuk
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melanjutkan persetujuan yang belum selesai/masih draft.

5. Filter dan Pencarian:
○ Di bagian atas, terdapat opsi filter yang memungkinkan pengguna

menyaring data berdasarkan kategori, jenis permohonan, tanggal, dan

status. Filter ini mempermudah pengguna untuk fokus pada pengajuan

tertentu atau untuk memprioritaskan pengajuan yang membutuhkan

perhatian segera.

6. Tombol Pengajuan Baru:
○ Terletak di pojok kanan atas, tombol Pengajuan Baru memungkinkan

pengguna untuk memulai pengajuan produk hukum baru jika

diperlukan, tergantung pada peran dan wewenang mereka.

Halaman ini memberikan fungsionalitas penting bagi masing-masing peran (tampilan

monitoring dan fungsi nya sama) menakup user sebagai berikut:

● Tata Bahasa
● Sekretaris Perusahaan
● Manajer Senior Bagian dan Keuangan
● Direktur Bidang
● Direktur Utama

UI Monitoring Pengajuan Produk Hukum Baru ini menyediakan alat yang

lengkap bagi para pemangku kepentingan utama dalam organisasi untuk memantau,

meninjau, dan mengambil tindakan pada setiap pengajuan produk hukum. Dengan

akses ke data detail, fitur untuk meninjau status, dan kemampuan melanjutkan atau

mengesahkan pengajuan, halaman ini memastikan bahwa setiap produk hukum

diproses secara efisien dan sesuai standar tata kelola.
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Gambar 19 Halaman Monitoring Tata Bahasa - Direktur Utama

12. Tampilan Halaman Form Permohonan non Tim

Gambar 19 Halaman Form Permohonan non Tim

Pada Gambar 19 adalah form untuk mengisi pengajuan produk hukum baru
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dengan beberapa fitur utama, seperti kemampuan untuk menentukan tanggal

penerbitan, menambahkan lampiran dokumen, serta menyimpan data sebagai draft

sebelum diajukan secara resmi. Setiap elemen UI dalam form ini telah dikaitkan

dengan kolom dan tabel spesifik di dalam basis data, memastikan integrasi yang baik

antara antarmuka pengguna dan data yang tersimpan.

Dokumen ini menjelaskan elemen-elemen UI utama pada form, tipe

komponen, serta kolom dan tabel database yang terkait. Dengan adanya FSD ini,

diharapkan proses pengembangan dan pemeliharaan aplikasi menjadi lebih

sistematis, dan setiap pihak yang terkait dapat memahami alur kerja serta tujuan dari

masing-masing elemen dalam form ini.

Tabel 17 FDS Form Permohonan non Tim

No Elemen UI Deskripsi Jenis
Komponen

Tabel
Database

Kolom Database

1 Judul

Permohonan

Kolom untuk

memasukkan

judul

permohonan

produk hukum

yang

diajukan.

Text Field permohonan judul_permohonan

2 Kategori

Permohonan

Dropdown

untuk memilih

kategori

produk hukum

(misalnya:

Peraturan

Direksi,

Peraturan

Dropdown m_kategori_per

mohonan

nama
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Perusahaan).

3 Jenis

Permohonan

Dropdown

untuk memilih

jenis

permohonan,

seperti Tim

atau Non-Tim.

Dropdown m_jenis_permo

honan

nama

4 Pesan Tanggal Checkbox

untuk memilih

apakah ingin

menentukan

tanggal

tertentu untuk

penerbitan.

Checkbox permohonan tanggal_pesanan

5 Tidak Pesan

Tanggal

Checkbox

untuk memilih

agar dokumen

diterbitkan

otomatis

setelah

selesai.

Checkbox permohonan is_pesan_tanggal

6 Nomor Surat

Workflow

Kolom untuk

memasukkan

nomor surat

terkait alur

kerja

permohonan.

Text Field permohonan nomor_surat_work

flow (mengambil

data dari db

aplikasi workflow)
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7 Judul

Workflow

Kolom untuk

memasukkan

judul workflow

yang terkait

dengan

permohonan.

Text Field permohonan judul_workflow

8 Dokumen

Referensi

Kolom untuk

mencari dan

memasukkan

dokumen

referensi yang

relevan.

Text Field m_produk_huku

m

nomor_dokumen_r

eferensi

9 Judul

Lampiran

Kolom untuk

memasukkan

judul lampiran

yang ingin

ditambahkan

dalam

permohonan.

Text Field detail_lampiran judul_lampiran

10 Jenis

Lampiran

Dropdown

untuk memilih

jenis lampiran

yang akan

diunggah

(misalnya:

RAB,

Notulen).

Dropdown m_jenis_lampir

an

nama
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11 Unggah

Lampiran

File upload

untuk

mengunggah

file lampiran

terkait

permohonan.

File Upload detail_lampiran file_lampiran

12 Tabel

Lampiran

Tabel yang

menampilkan

daftar

lampiran yang

sudah

diunggah,

beserta aksi

Lihat dan

Hapus.

Tabel detail_lampiran judul_lampiran,

id_jenis_lampiran,

file_lampiran

13 Simpan Draft Tombol untuk

menyimpan

data

permohonan

sebagai draft

sehingga bisa

diedit kembali

nanti.

Button permohonan,

detail_lampiran

-

14 Kirim Tombol untuk

mengirim

permohonan

yang telah

lengkap untuk

diproses lebih

Button permohonan,

detail_lampiran

-
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lanjut.

13. Tampilan Halaman Form Permohonan Tim

Gambar 20 Form Permohonan Produk Hukum Non Tim

Tampilan Form Permohonan Produk Hukum Tim ini digunakan untuk

memfasilitasi pengajuan permohonan produk hukum baru di dalam sistem. Pada form

ini, pengguna dapat mengisi beberapa informasi penting, seperti Judul Permohonan,

Kategori Permohonan, Jenis Permohonan, dan Nomor Surat Workflow. Selain itu,

pengguna dapat memilih untuk menentukan tanggal penerbitan dengan opsi Pesan

Tanggal atau membiarkan sistem menerbitkan otomatis dengan Tidak Pesan Tanggal.

Di bagian Detail Lampiran, pengguna dapat menambahkan lampiran yang relevan,
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seperti dokumen pendukung, dengan mengisi judul dan jenis lampiran serta

mengunggah file terkait. Bagian ini memungkinkan pengguna untuk melampirkan

beberapa dokumen pendukung yang dapat dilihat dan dihapus sesuai kebutuhan.

Selain itu, form ini juga mencakup Detail Susunan Tim, di mana pengguna dapat

menambahkan nama anggota tim yang terlibat dalam permohonan, lengkap dengan

NIP, jabatan dalam tim, dan uraian tugas masing-masing. Bagian ini membantu untuk

mendokumentasikan peran setiap anggota yang terlibat dalam proses permohonan.

Setelah semua data diisi, pengguna memiliki opsi untuk menyimpan permohonan

sebagai Draft atau langsung Kirim untuk memulai proses persetujuan lebih lanjut.

FSD ini memastikan bahwa setiap elemen pada form terintegrasi dengan tabel dan

kolom yang sesuai di database, sehingga informasi dapat disimpan dan diakses

dengan efisien.

Berikut Tabel Functional Specification Document :

Tabel 18 FDS Form Permohonan TIm

No Elemen UI Deskripsi Jenis
Komponen

Tabel Database Kolom Database

1 Judul

Permohonan

Kolom untuk

memasukkan

judul

permohonan

produk hukum

yang diajukan.

Text Field permohonan judul_permohonan
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2 Kategori

Permohonan

Dropdown

untuk memilih

kategori produk

hukum

(misalnya:

Peraturan

Direksi,

Peraturan

Perusahaan).

Dropdown m_kategori_permoho

nan

nama

3 Jenis

Permohonan

Dropdown

untuk memilih

jenis

permohonan,

seperti Tim atau

Non-Tim.

Dropdown m_jenis_permohonan nama

4 Pesan

Tanggal

Checkbox untuk

memilih apakah

ingin

menentukan

tanggal tertentu

untuk

penerbitan.

Checkbox permohonan tanggal_pesanan

5 Tidak Pesan

Tanggal

Checkbox untuk

memilih agar

dokumen

diterbitkan

otomatis

setelah selesai.

Checkbox permohonan is_pesan_tanggal
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6 Nomor Surat

Workflow

Kolom untuk

memasukkan

nomor surat

terkait alur kerja

permohonan.

Text Field permohonan nomor_surat_workfl

ow

7 Judul

Workflow

Kolom untuk

memasukkan

judul workflow

yang terkait

dengan

permohonan.

Text Field permohonan judul_workflow

8 Dokumen

Referensi

Kolom untuk

mencari dan

memasukkan

dokumen

referensi yang

relevan.

Text Field m_produk_hukum nomor_dokumen_re

ferensi

9 Judul

Lampiran

Kolom untuk

memasukkan

judul lampiran

yang ingin

ditambahkan

dalam

permohonan.

Text Field detail_lampiran judul_lampiran
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10 Jenis

Lampiran

Dropdown

untuk memilih

jenis lampiran

yang akan

diunggah

(misalnya: RAB,

Notulen).

Dropdown m_jenis_lampiran nama

11 Unggah

Lampiran

File upload

untuk

mengunggah

file lampiran

terkait

permohonan.

File Upload detail_lampiran file_lampiran

12 Tabel

Lampiran

Tabel yang

menampilkan

daftar lampiran

yang sudah

diunggah,

beserta aksi

Lihat dan

Hapus.

Tabel detail_lampiran judul_lampiran,

jenis_lampiran,

nama_file

13 Nama Kolom untuk

memasukkan

nama anggota

tim yang terkait

dengan

permohonan.

Text Field detail_sk_tim nama
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14 NIP Kolom untuk

memasukkan

NIP anggota tim

terkait.

Text Field detail_sk_tim nip_pegawai

15 Jabatan

Dalam Tim

Dropdown

untuk memilih

jabatan dalam

tim, seperti

Ketua atau

Anggota.

Dropdown detail_sk_tim jabatan_dalam_tim

16 Uraian TugasText area untuk

menguraikan

tugas atau

tanggung jawab

anggota tim

dalam

permohonan ini.

Text Area detail_sk_tim uraian_tugas

17 Tabel

Susunan Tim

Tabel yang

menampilkan

daftar anggota

tim yang telah

dimasukkan,

beserta aksi

Lihat dan

Hapus.

Tabel detail_sk_tim nama, nip_pegawai,

jabatan_dalam_tim,

uraian_tugas
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18 Simpan Draft Tombol untuk

menyimpan

data

permohonan

sebagai draft

sehingga bisa

diedit kembali

nanti.

Button permohonan,

detail_lampiran,

detail_sk_tim

-

19 Kirim Tombol untuk

mengirim

permohonan

yang telah

lengkap untuk

diproses lebih

lanjut.

Button permohonan,

detail_lampiran,

detail_sk_tim

-

14. Halaman Disposisi, Penerimaan SPV Regulasi, Penyusunan Draft oleh Staf
Regulasi, dan Koreksi Draft Produk Hukum Baru

Pada halaman ini, setelah pengajuan dibuat di aplikasi workflow, akan masuk

ke aplikasi produk hukum dan JDIH. Halaman yang dirancang untuk mengelola dan

memproses permohonan penyusunan empat jenis produk hukum, yaitu: Peraturan
Perusahaan, Keputusan Direksi, Peraturan Direksi, dan PSTJ (Persetujuan).

● Halaman Disposisi Manajer Hukum ke SPV Regulasi non Tim

UI Peninjauan Produk Hukum Baru ini berfungsi sebagai pusat kontrol

untuk melakukan evaluasi dan peninjauan terhadap dokumen produk

hukum yang diajukan. Pada bagian ini, pengguna dapat melihat Tanggal
Pengajuan dan Nomor Produk Hukum yang berfungsi sebagai informasi

dasar dokumen.

Bagian Lampiran Dokumen menampilkan daftar dokumen pendukung
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yang bisa diakses melalui tombol Tampilkan untuk memudahkan

peninjauan. Posisi Paraf Dokumen menunjukkan progres

penandatanganan dokumen oleh berbagai pihak melalui indikator visual,

yang mencerminkan status dokumen dalam alur kerja.

Editor teks WYSIWYG disediakan untuk memudahkan pengguna dalam

menyunting dokumen secara visual, sedangkan Catatan berfungsi sebagai

tempat pengguna untuk memberikan komentar atau informasi tambahan.

Setelah tinjauan selesai, pengguna dapat mengirim dokumen kembali

untuk Revisi jika diperlukan, atau melanjutkannya ke tahap Disposisi jika
semua persyaratan telah terpenuhi.

Gambar 21 Halaman Disposisi manajer Hukum ke SPV Regulasi non Tim
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Tabel 19 FDS Halaman Disposisi Manajer Hukum ke SPV Regulasi
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No Elemen UI Deskripsi Jenis
Komponen

Tabel
Database

Kolom Database

1 Tanggal

Pengajuan

Menampilkan

tanggal ketika

produk hukum

diajukan untuk

tinjauan.

Label permohonan tgl_pengajuan

2 Nomor Menampilkan

nomor produk

hukum yang

sedang ditinjau.

Label produk_huku

m

nomor_produk_huku

m

3 Lampiran

Dokumen

Menampilkan

daftar lampiran

dokumen

terkait produk

hukum untuk

ditinjau.

Terdapat opsi

"Tampilkan".

Button detail_lampira

n

file_lampiran

4 Posisi

Paraf

Dokumen

Menampilkan

progres

penandatangan

an dokumen

oleh berbagai

pihak dalam

alur

Progress

Bar

riwayat_draft id_status
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persetujuan.

5 Catatan Kolom untuk

memberikan

catatan atau

komentar

terkait produk

hukum yang

sedang ditinjau.

Text Editor

(WYSIWYG)

riwayat_draft catatan_draft

6 Nama PIC

Hukum

Input untuk

memasukkan

nama

penanggung

jawab yang

melakukan

tinjauan atau

revisi.

Text Field m_pic nama

7 Revisi Tombol untuk

mengirim

dokumen

kembali untuk

direvisi.

Button riwayat_draft file_revisi_draft

8 Disposisi Tombol untuk

mengirim

dokumen ke

tahap disposisi

berikutnya atau

persetujuan.

Button riwayat_draft id_status



● Halaman Disposisi Manajer Hukum ke SPV Regulasi Tim

UI Peninjauan Produk Hukum Pengajuan Tim ini menyediakan antarmuka

lengkap untuk melakukan koreksi, tinjauan, dan penyuntingan terhadap

dokumen produk hukum yang diajukan.

Pada bagian atas, pengguna dapat melihat informasi Tanggal Pengajuan
dan Nomor Produk Hukum sebagai identifikasi dokumen yang sedang

ditinjau. Lampiran Dokumen yang tersedia dapat dibuka untuk melihat

dokumen tambahan yang mendukung tinjauan.

Posisi Paraf Dokumen menampilkan progres alur paraf, menunjukkan

status dokumen dalam proses persetujuan. Catatan danWYSIWYG Editor
menyediakan ruang bagi pengguna untuk menambahkan komentar dan

melakukan penyuntingan secara langsung di dalam sistem.

Bagian Nama dan Jabatan Tim menampilkan anggota tim yang terlibat

dalam pengajuan, beserta jabatan dan peran masing-masing. Setelah

koreksi selesai, pengguna dapat memilih untuk mengirim dokumen kembali

untuk Revisi atau meneruskannya ke tahap Disposisi untuk mendapatkan
persetujuan lebih lanjut.

Dengan FSD ini, setiap elemen UI terhubung secara sistematis dengan

tabel dan kolom di database, memastikan bahwa data tersimpan dengan

terstruktur dan mudah diakses kembali.
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Gambar 22 Halaman Disposisi manajer Hukum ke SPV Regulasi Tim

Tabel 20 FSD UI Disposisi Manajer Hukum ke SPV untuk Tim

96

No Elemen UI Deskripsi Jenis
Komponen

Tabel
Database

Kolom Database

1 Tanggal

Pengajuan

Menampilkan

tanggal

pengajuan

produk

hukum yang

sedang

ditinjau.

Label permohonan tgl_pengajuan



97

2 Nomor

Produk

Hukum

Menampilkan

nomor produk

hukum yang

sedang

dikoreksi atau

ditinjau.

Label m_produk_huk

um

nomor_produk_hu

kum

3 Lampiran

Dokumen

Menampilkan

daftar

lampiran

dokumen

yang terkait

dengan

produk

hukum ini,

dengan opsi

"Tampilkan".

Button detail_lampiran file_lampiran

4 Posisi

Paraf

Dokumen

Menunjukkan

progres alur

paraf atau

persetujuan

dokumen

oleh

beberapa

pihak.

Progress Bar riwayat_draft Id_status

5 Catatan Kolom untuk

memberikan

catatan atau

komentar

selama

Text Editor

(WYSIWYG)

riwayat_draft catatan_draft
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proses

tinjauan atau

koreksi.

6 Nama PIC

Hukum

Input untuk

memasukkan

nama person

in charge

(PIC) hukum

yang

bertanggung

jawab pada

proses ini.

Text Field m_pic nama

7 Nama dan

Jabatan

Tim

Tabel yang

menampilkan

nama

anggota tim

yang terlibat

beserta

jabatan dan

tugasnya.

Tabel detail_sk_tim nama,

nip_pegawai,

jabatan_dalam_ti

m, uraian_tugas

8 Revisi Tombol untuk

mengirim

dokumen

kembali untuk

revisi jika

diperlukan.

Button riwayat_draft Id_status



● Halaman Penerimaan SPV Regulasi

UI Penerimaan Permohonan Produk Hukum ini dirancang untuk

pengguna dengan peran sebagai Supervisor (SPV) Regulasi yang memiliki

tanggung jawab untuk meninjau dan memutuskan kelayakan produk hukum

yang diajukan. Pada tampilan ini, terdapat beberapa elemen penting yang

memudahkan SPV Regulasi dalam mengevaluasi dokumen produk hukum.

1. Tanggal Pengajuan dan Nomor Produk Hukum: Bagian ini

menampilkan informasi dasar berupa tanggal pengajuan serta nomor

produk hukum. Informasi ini membantu SPV mengidentifikasi dokumen

dengan jelas dan memastikan urutannya.

2. Lampiran Dokumen: Daftar lampiran dokumen terkait seperti matrix

perubahan, notulen rapat, dan materi usulan. Setiap lampiran memiliki

opsi "Tampilkan" yang memungkinkan SPV untuk mengakses dokumen

pendukung yang relevan dengan satu klik. Hal ini berguna untuk

memahami konteks dan dasar perubahan atau usulan yang diajukan.

3. Posisi Paraf Dokumen: Menampilkan progres alur paraf yang

menunjukkan tahapan penandatanganan dokumen. Dengan melihat

posisi ini, SPV Regulasi dapat mengetahui pihak mana saja yang sudah

menyetujui atau meninjau dokumen sebelumnya dan pihak mana yang

masih dalam proses.

4. Catatan: Bagian ini menyediakan ruang bagi SPV untuk memberikan

catatan atau komentar terkait dokumen. Dengan editor berbasis

WYSIWYG, SPV dapat menambahkan detail komentar dengan format
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9 Disposisi Tombol untuk

melanjutkan

dokumen ke

tahap

disposisi

berikutnya

dalam alur

persetujuan.

Button riwayat_draft status_draft



yang mudah dibaca, mencakup berbagai gaya teks dan elemen

formatting lain untuk kejelasan.

5. Nama PIC Hukum: Kolom ini berfungsi untuk memasukkan nama

person in charge (PIC) yang bertanggung jawab dalam proses ini,

sehingga dokumen bisa dilacak berdasarkan tanggung jawab yang

telah ditetapkan.

6. Tombol Tolak dan Terima: Di bagian bawah terdapat dua tombol aksi

utama, yaitu Tolak dan Terima. Jika dokumen tidak sesuai atau

memerlukan perubahan, SPV dapat memilih opsi Tolak yang akan

mengirimkan dokumen kembali ke pihak sebelumnya dengan status

revisi. Jika dokumen sudah sesuai, opsi Terima akan melanjutkan

dokumen ke tahapan berikutnya dalam alur persetujuan.

Gambar 23 Halaman Penerimaan untuk SPV Regulasi

Secara keseluruhan, UI ini memberikan kelengkapan fitur bagi SPV

Regulasi untuk meninjau, menilai, dan menentukan langkah selanjutnya

terkait produk hukum yang diajukan. Dengan elemen-elemen yang

terstruktur, SPV dapat melakukan proses penerimaan atau penolakan

dengan mudah, sambil memastikan dokumen didukung oleh informasi

pendukung yang cukup.
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● Halaman Penyusunan Draft untuk Staf Regulasi

Pada tampilan ini, pengguna (khususnya Staf Regulasi atau bagian yang

berwenang) dapat menyusun atau mengedit draft dokumen produk hukum

dengan menggunakan template yang telah tersedia. Berikut penjelasan

elemen-elemen utama yang ada pada halaman ini:

1. Template Draft Produk Hukum:

○ Di bagian atas area dokumen, terdapat pilihan dropdown untuk memilih

template dokumen, seperti "Peraturan Perusahaan" atau "Keputusan

Direksi." Template ini berasal dari data yang disimpan di tabel

m_template dalam sistem dan menyediakan format standar sesuai

jenis dokumen hukum yang sering digunakan oleh perusahaan.

2. Editor Dokumen (WYSIWYG):
○ Editor WYSIWYG (What You See Is What You Get) memungkinkan

pengguna untuk melihat dan mengedit isi dokumen dalam format yang

akan muncul pada hasil cetak. Ini memudahkan pengguna untuk

mengedit teks, mengubah format paragraf, dan menyesuaikan elemen

visual lainnya secara langsung.

○ Pengguna dapat menambahkan, mengubah, atau menghapus konten

berdasarkan kebutuhan dokumen. Editor ini juga mendukung

pengaturan format teks seperti heading, bold, italic, dan list.

3. Tombol Simpan Draft:
○ Tombol ini memungkinkan pengguna menyimpan draft dokumen yang

sedang dikerjakan. Data yang disimpan mencakup teks dan format

dokumen saat ini, sehingga pengguna dapat melanjutkan penyusunan

dokumen pada waktu lain tanpa kehilangan progres. Data ini disimpan

ke tabel riwayat_draft dalam basis data untuk mendukung fitur

penyimpanan versi.

4. Tombol Kirim:

○ Setelah draft dokumen selesai disusun, pengguna dapat menekan

tombol "Kirim" untuk mengajukan dokumen ke tahap berikutnya, yaitu

proses persetujuan. Dokumen yang diajukan akan masuk ke dalam

workflow persetujuan yang terstruktur. Status permohonan akan
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di-update untuk mencerminkan progres dokumen dalam alur

persetujuan.

Gambar 24 Penyusunan Draft Produk Hukum oleh Staf Regulasi

15. Halaman Monitoring Koreksi Kontrak dan Addendum

Pada halaman ini, akan menjelaskan tentang halaman monitoring koreksi

kontrak dan addendum, user yang terlibat adalah User Bagian, Manajer Bagian,

SPV Advokasi, Staf Advokasi, dan Manajer Hukum.

a. Halaman Form Koreksi Kontrak Bagian Hukum

UI ini adalah Form Permohonan Koreksi Kontrak Bagian Hukum, yang

dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengajukan koreksi kontrak pada

produk hukum yang berlaku. Berikut adalah penjelasan singkat tentang

elemen-elemen penting pada UI ini:

1. Tanggal Permohonan dan Nama Pemohon:
○ Kolom ini memungkinkan pengguna memasukkan tanggal permohonan
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koreksi dan nama pemohon yang mengajukan koreksi kontrak.

○ Nama pemohon diisi manual, sedangkan Atasan Langsung terhubung

dengan database HRIS PDAM, yang otomatis memunculkan nama atasan terkait.

2. Informasi Terkait Kontrak:
○ Kolom Nomor Permintaan Pekerjaan terhubung ke database SKA

(Sistem Keuangan Aset), di mana pengguna dapat memilih nomor permintaan

pekerjaan yang relevan.

○ Saat nomor permintaan pekerjaan dipilih, data terkait, seperti Nama
Direktur, Nama Badan Usaha, Judul Kontrak, dan Dokumen SPK/Kontrak,
otomatis terisi di kolom-kolom dengan teks abu-abu.

○ Pengguna juga dapat memilih Sub Direktorat dan Bagian yang terkait

dengan koreksi kontrak.

3. Kelengkapan Dokumen Kontrak:
○ Di bagian ini, pengguna dapat mengunggah berbagai dokumen yang

diperlukan untuk melengkapi permohonan koreksi kontrak, seperti SK Penetapan
Pemenang, Dokumen Lelang, Jaminan Pelaksanaan, dan dokumen lainnya
yang dibutuhkan untuk verifikasi dan administrasi.

○ Tombol unggah tersedia di setiap kolom dokumen untuk mempermudah

pengguna melampirkan file yang relevan.

4. Editor WYSIWYG untuk Draft Koreksi Kontrak:
○ Di bagian bawah, terdapat editor WYSIWYG yang memungkinkan

pengguna menulis atau mengedit draft koreksi kontrak sesuai template yang telah

tersedia.

○ Pengguna dapat memilih template yang relevan, menyesuaikan isi

dokumen, serta mengatur format teks dan layout dokumen sesuai kebutuhan

koreksi.

5. Tombol Simpan Draft dan Kirim:

○ Pengguna dapat menyimpan draft koreksi kontrak yang sedang mereka

kerjakan atau langsung mengirimnya untuk diproses lebih lanjut.
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Gambar 25 Form Koreksi Kontrak Bagian Hukum

Penjelasan Alur Penggunaan

1. Pengguna memilih Nomor Permintaan Pekerjaan dari database SKA, yang

secara otomatis mengisi kolom terkait kontrak.

2. Dokumen pendukung dilampirkan dalam kolom yang telah disediakan di

bagian Kelengkapan Dokumen Kontrak.
3. Pengguna menyusun atau mengedit isi koreksi kontrak dalam editor dokumen,

menggunakan template yang tersedia.

4. Setelah selesai, pengguna dapat menyimpan atau mengirim permohonan

koreksi kontrak untuk persetujuan lebih lanjut.

UI ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mengotomatisasi proses koreksi

kontrak di lingkungan hukum PDAM, dengan integrasi ke sistem SKA dan HRIS

untuk efisiensi dan akurasi data.

Kategori Kontrak: Tipe atau jenis kontrak, seperti:

a. BAJ: SPK Jasa

b. BAA: Perjanjian kerjasama / nota kesepahaman
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c. BAB: SPK Barang

d. BAP: SPK Pekerjaan

b. Halaman Form Addendum Bagian Hukum

Form Addendum ini dirancang untuk mempermudah pengguna dalam

melakukan perubahan atau penambahan pada kontrak yang sudah ada. Berikut

penjelasan singkat mengenai elemen-elemen penting pada UI ini:

1. Nomor Kontrak:
○ Kolom ini digunakan untuk memasukkan Nomor Kontrak yang

terdaftar di m_produk_hukum (nomor_produk_hukum). Setelah nomor
kontrak dimasukkan, informasi terkait kontrak akan ditampilkan secara

otomatis.

2. Informasi Terkait Kontrak:
○ Setelah nomor kontrak diinput, kolom-kolom terkait, seperti

Nama Pemohon, Atasan Langsung, Sub Direktorat, Bagian, Nama
Vendor, Nama Direktur, Nama Badan Usaha, Kategori Kontrak, dan
Judul Kontrak akan terisi otomatis dengan data yang ada di database.

○ Pengguna juga dapat menambahkan informasi khusus untuk

addendum seperti Penambahan Sebesar, Pengurangan Sebesar, dan
Uraian yang terkait dengan perubahan pada nilai kontrak.

3. Kelengkapan Dokumen Addendum:

○ Di bagian ini, pengguna dapat mengunggah dokumen terkait

addendum seperti Kontrak Lama, Addendum Kontrak, dan Berita Acara
Kesepakatan.

○ Tombol unggah disediakan di setiap kolom untuk memudahkan

pengguna dalam menambahkan dokumen pendukung.

4. Editor WYSIWYG untuk Draft Addendum:

○ Bagian ini memungkinkan pengguna untuk menulis atau

mengedit draft addendum sesuai template addendum yang telah disediakan.

○ Pengguna dapat memformat isi dokumen sesuai kebutuhan dan

mengikuti format yang telah ditentukan.

5. Tombol Simpan Draft dan Kirim:

○ Terdapat tombol Simpan Draft untuk menyimpan pekerjaan yang
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sedang berlangsung, serta Kirim untuk mengajukan addendum ke proses

persetujuan berikutnya.

Gambar 26 Halaman Form Addendum

Alur Penggunaan

1. Pengguna memasukkan Nomor Kontrak yang ingin diubah atau
ditambah dengan addendum.

2. Informasi kontrak terkait otomatis terisi, dan pengguna dapat melengkapi

detail addendum tambahan.

3. Pengguna melampirkan dokumen pendukung yang relevan.

4. Draft addendum disusun atau diperbaiki melalui editor, lalu pengguna

menyimpan atau mengirim permohonan addendum tersebut.

Form ini memberikan kemudahan akses pada informasi kontrak yang ada

dan mendukung proses pengajuan addendum secara efisien dan sistematis.
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16. Halaman Monitoring Koreksi Kontrak dan Addendum (User dan
Manajer Bagian)

Tampilan halaman monitoring permohonan koreksi kontrak dan

addendum untuk user bagian dan manajer bagian. Pada halaman ini, user

bagian dan manajer bagian dapat memantau seluruh permohonan koreksi

kontrak yang telah diajukan. Untuk Koreksi kontrak akan menggunakan nomor

permintaan pekerjaan yang memanggil dari database Sistem Kelola Anggaran

yang nantinya informasi akan tertampil otomatis, jika addendum harus

memasukan nomor kontrak (nomor_produk_hukum) untuk menampilkan form

addendum. Informasi yang ditampilkan mencakup:

● Judul Kontrak: Nama atau deskripsi singkat dari kontrak yang sedang
dikoreksi.

● Kategori Kontrak: Tipe atau jenis kontrak, seperti:
a. BAJ: SPK Jasa

b. BAA: Perjanjian kerjasama / nota kesepahaman
c. BAB: SPK Barang

d. BAP: SPK Pekerjaan

● Nomor Kontrak: Nomor identifikasi unik dari kontrak yang sedang
dikoreksi.

● Bagian: Bagian yang bertanggung jawab atas kontrak tersebut.
● Tanggal Diajukan: Tanggal ketika permohonan koreksi kontrak

diajukan.

● Tanggal Dokumen Lengkap: Tanggal ketika dokumen-dokumen terkait
telah lengkap dan siap untuk diproses lebih lanjut.

● Status: Status terkini dari permohonan koreksi kontrak, seperti:
● Selesai: Koreksi kontrak telah selesai dan tidak memerlukan tindakan

lebih lanjut.

● Koreksi Tahap I/II/III: Menunjukkan bahwa kontrak sedang dalam
proses koreksi pada tahap tertentu.
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● Draft: Koreksi kontrak masih dalam tahap awal atau belum diselesaikan.

Tampilan ini memberikan user bagian visibilitas penuh atas setiap

permohonan koreksi kontrak yang sedang berlangsung, memungkinkan

mereka untuk memantau status dan perkembangan secara real-time. Dengan

adanya kolom aksi, user juga dapat mengakses detail lebih lanjut atau

melakukan tindakan tambahan sesuai kebutuhan. Halaman ini dirancang untuk

memastikan bahwa seluruh permohonan koreksi kontrak dikelola dengan

efisien dan transparan, dengan setiap langkah yang terdokumentasi dengan

baik.

Gambar 27 Halaman Monitoring Koreksi Kontrak dan Addendum - User Bagian

dan Manajer Bagian

a. Halaman Monitoring Koreksi Kontrak dan Addendum (Staf Advokasi, SPV
Advokasi, dan Manajer Hukum)

Tampilan halaman monitoring permohonan koreksi kontrak untuk tiga

tingkatan user, yaitu Staf Advokasi, SPV Advokasi, dan Manajer Hukum.

Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing user pada halaman monitoring

ini:

● Staf Advokasi:

Staf Advokasi bertugas untuk memantau dan memproses permohonan

koreksi kontrak yang telah diajukan. Pada halaman ini, Staf Advokasi dapat

melihat semua permohonan yang masuk, termasuk rincian seperti judul

kontrak, kategori kontrak, nomor kontrak, bagian yang bertanggung jawab,
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tanggal diajukan, tanggal dokumen lengkap, dan status terkini. Tugas mereka

adalah memastikan bahwa semua dokumen terkait telah lengkap dan sesuai

dengan prosedur sebelum diteruskan ke SPV Advokasi.

● SPV Advokasi:

SPV Advokasi bertanggung jawab untuk meninjau dan mengawasi

permohonan koreksi kontrak yang telah diproses oleh Staf Advokasi. Di sini,

mereka dapat melihat perkembangan status setiap permohonan, memastikan

bahwa setiap langkah dalam proses koreksi telah dilakukan dengan benar, dan

memberikan persetujuan atau mengarahkan tindakan lebih lanjut jika

diperlukan. SPV Advokasi berfungsi sebagai penghubung antara Staf Advokasi

dan Manajer Hukum.

● Manajer Hukum:

Manajer Hukum memiliki akses untuk memonitor seluruh permohonan

koreksi kontrak yang diajukan dalam lingkup perusahaan. Tugasnya melibatkan

pengawasan akhir dan persetujuan dari koreksi yang telah disetujui oleh SPV

Advokasi. Halaman ini memungkinkan Manajer Hukum untuk melihat status

dari setiap permohonan, melakukan review akhir, dan memberikan keputusan

akhir (approve atau reject) sebelum kontrak dianggap final.

Semua halaman ini berfungsi untuk memastikan bahwa proses koreksi

kontrak berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

dengan transparansi penuh dan dokumentasi yang lengkap di setiap tahapan

prosesnya. User pada masing-masing level memiliki akses ke informasi yang

relevan dan dapat mengambil tindakan yang sesuai sesuai dengan tanggung

jawab mereka.
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Gambar 28 Halaman Monitoring Koreksi Kontrak dan Addendum - Staf dan

SPV Advokasi - Manajer Hukum

b. Halaman Korektor Untuk Koreksi Kontrak dan Addendum (SPV Advokasi
dan Manajer Hukum)

Peninjauan Permohonan Koreksi Kontrak ini adalah antarmuka yang
digunakan oleh SPV untuk meninjau dan memverifikasi koreksi kontrak. Pada

tampilan ini, terdapat berbagai komponen utama yang memudahkan pengguna

dalam melakukan peninjauan, antara lain:

1. Informasi Dasar: Berisi detail mengenai tanggal permohonan, nama
pemohon, dan atasan langsung pemohon. Bagian ini memberikan informasi

konteks dasar terkait permohonan koreksi yang diajukan.

2. Informasi Terkait Kontrak: Memuat data kontrak seperti nomor permintaan
pekerjaan, sub-direktorat, bagian, kategori kontrak, nama vendor, nama

direktur, dan nilai kontrak. Informasi ini membantu SPV dalam memahami

rincian kontrak yang sedang dikoreksi.

3. Kelengkapan Dokumen Kontrak: Pada bagian ini, pengguna dapat melihat
berbagai dokumen pendukung yang diunggah oleh pemohon untuk

memudahkan proses peninjauan, seperti SK Penetapan, Jaminan

Pelaksanaan, dan dokumen lelang.

4. Catatan Proses Paraf: Berisi instruksi atau prosedur untuk memastikan
bahwa koreksi kontrak berjalan sesuai alur yang telah ditetapkan. SPV bisa

memberikan komentar terkait koreksi di bagian Catatan menggunakan

editor teks yang disediakan.

5. Tombol Revisi dan Setuju: SPV dapat memilih untuk melakukan revisi

pada kontrak atau menyetujui koreksi setelah meninjau seluruh informasi

dan dokumen yang tersedia.

Halaman ini memudahkan proses verifikasi koreksi kontrak dengan

menyediakan semua informasi yang relevan dan alat peninjauan dalam satu

tempat.
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Gambar 29 Halaman Korektor Untuk SPV Advokasi dan manajer Hukum

17. Halaman Tampilan Mobile Persetujuan Produk Hukum Baru, Koreksi
Kontrak, dan Addendum

Tampilan mobile ini menunjukkan fitur tambahan yang akan diintegrasikan ke

dalam aplikasi Personal Assistant. Fitur ini mencakup:

a. Approval Permohonan: Pengguna dapat melihat daftar permohonan produk

hukum yang menunggu persetujuan. Status permohonan ditandai dengan

warna, seperti "Belum Disetujui," "Sudah Disetujui," dan "Revisi," untuk

memudahkan pemantauan.

b. Koreksi Produk Hukum: Pengguna dapat melakukan koreksi langsung pada

draft produk hukum melalui editor yang tersedia. Draft dapat disetujui atau

dikembalikan untuk revisi dengan menambahkan catatan.

c. Koreksi Kontrak dan Addendum: Detail kontrak dan dokumen addendum

dapat ditinjau, dilengkapi, dan dikoreksi langsung melalui aplikasi ini. Setiap

dokumen dapat ditampilkan untuk memastikan informasi yang disertakan

sudah benar.
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Gambar 30 Tampilan Mobile Yang Akan Ditambahkan Pada Aplikasi Personal
Assistant

d. Halaman Tampilan Mobile Pegawai Mendapatkan SK

Tampilan ini adalah antarmuka dari aplikasi Personal Assistant yang

menunjukkan fitur baru untuk menerima dan melihat Surat Keputusan (SK).

Pegawai yang menerima SK dapat dengan mudah mengakses dokumen ini

melalui aplikasi. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk:

a. Melihat Dokumen SK: Teks lengkap dari SK ditampilkan dengan jelas,

memungkinkan pegawai untuk membaca isinya langsung dari aplikasi.

b. Unduh SK: Pengguna memiliki opsi untuk mengunduh SK dalam format

PDF, yang dapat disimpan di perangkat mereka untuk referensi di masa

mendatang.

c. Kembali: Tombol 'Kembali' memungkinkan pengguna untuk kembali ke

halaman sebelumnya atau menu utama tanpa mengunduh dokumen.

Fitur ini memudahkan pegawai dalam mengakses dokumen penting

seperti SK secara digital, memberikan kemudahan dan efisiensi dalam

distribusi dokumen internal.

112



Gambar 31 Tampilan Mobile Pegawai Ketika Menerima SK

18. Halaman Tampilan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
PDAM Surya Sembada Kota Surabaya

Tampilan ini adalah antarmuka publik untuk aplikasi Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum (JDIH) PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Antarmuka ini

dirancang untuk memberikan akses informasi hukum kepada masyarakat. Berikut

deskripsi singkat dari tampilan ini:

a. Bagian Header: Menampilkan logo PDAM dan maskot, serta menu

navigasi utama untuk memudahkan akses ke berbagai bagian situs.

b. Formulir Pencarian: Tersedia formulir pencarian yang memungkinkan

pengguna untuk mencari peraturan berdasarkan nomor, tahun, atau

jenis produk hukum.

c. Kata Pengantar: Bagian ini menampilkan sambutan atau pengantar dari

pejabat terkait, yang memberikan gambaran umum tentang tujuan dan

fungsi dari JDIH.

d. Statistik Produk Hukum: Menyajikan data statistik mengenai jumlah

peraturan yang tersedia, termasuk Peraturan Perusahaan, Peraturan

113



Direksi, dan lainnya.

e. Peraturan Terbaru: Menampilkan daftar peraturan terbaru yang telah

diunggah ke JDIH, memungkinkan pengguna untuk melihat atau

mengunduh dokumen-dokumen ini.

f. Grafik Produk Hukum: Visualisasi grafik yang menunjukkan jumlah

peraturan yang dikeluarkan setiap bulan, memberikan pandangan cepat

tentang aktivitas hukum perusahaan.

g. Footer: Menyertakan informasi kontak dan link untuk mengunduh

aplikasi mobile terkait, serta tautan ke halaman penting lainnya.

Secara keseluruhan, tampilan ini dirancang untuk memberikan akses

mudah dan cepat ke informasi hukum yang relevan bagi masyarakat umum,

dengan fitur pencarian yang efisien dan tampilan data yang informatif.
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Gambar 32 Tampilan JDIH

19. Halaman Tampilan JDIH - View Dokumen

Halaman ini adalah tampilan detail dokumen dalam aplikasi Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum (JDIH) PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Berikut

adalah deskripsi singkatnya:

a. Informasi Dokumen: Pada bagian atas halaman, pengguna dapat

melihat informasi penting mengenai dokumen, seperti jenis dokumen,

judul, nomor dokumen, tanggal penetapan, dokumen referensi,

pemrakarsa, dan penandatangan.

b. Kode QR: Terdapat kode QR yang dapat dipindai untuk mempermudah

akses atau distribusi informasi mengenai dokumen tersebut.
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c. Preview Dokumen: Bagian tengah halaman menampilkan preview atau

cuplikan dari isi dokumen, yang dapat di-scroll untuk melihat isinya

secara lengkap.

d. Aksi: Di bagian bawah, terdapat opsi untuk mengunduh dokumen

lengkap dalam format PDF.

e. Footer: Menyediakan tautan untuk mengunduh aplikasi mobile yang

dapat memberikan akses lebih mudah ke informasi terkait.

Secara keseluruhan, halaman ini dirancang untuk memberikan akses

detail dan lengkap terhadap dokumen hukum yang relevan, dengan fitur

tambahan seperti QR code untuk kemudahan distribusi dan integrasi dengan

aplikasi mobile.
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Kesimpulan

Aplikasi Produk Hukum dan JDIH PDAM Surya Sembada Kota Surabaya telah

berhasil menciptakan platform yang menyatukan berbagai elemen penting dari

pengelolaan dokumen hukum, baik untuk penggunaan internal maupun akses

publik. Aplikasi ini menghadirkan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan,

memungkinkan pengguna dari berbagai tingkat keahlian untuk menavigasi dan

mengakses informasi hukum yang diperlukan dengan efisiensi tinggi. Integrasi

dengan aplikasi lain seperti Workflow dan Personal Assistant menunjukkan bahwa

sistem ini dirancang dengan pendekatan holistik, menghubungkan berbagai

departemen dan memastikan bahwa proses pengajuan, koreksi, hingga penerbitan

dokumen hukum berjalan secara sinergis.

Fitur-fitur utama seperti monitoring dokumen, penyusunan draft, dan

persetujuan dokumen tidak hanya memfasilitasi pengelolaan dokumen hukum

tetapi juga menciptakan mekanisme yang lebih transparan dan dapat dipantau

secara real-time oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Penggunaan QR code

dalam distribusi informasi dan kemampuan untuk mengakses dokumen melalui

perangkat mobile memperlihatkan upaya aplikasi ini dalam mengakomodasi

kebutuhan pengguna yang semakin mobile dan membutuhkan akses informasi

secara cepat dan fleksibel.

Lebih lanjut, aplikasi ini juga mencerminkan pemahaman mendalam terhadap

kebutuhan manajemen dokumen yang kompleks di lingkungan PDAM Surya

Sembada. Setiap fitur yang ditambahkan, seperti koreksi kontrak dan addendum,

memberikan solusi spesifik untuk tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan

dokumen-dokumen hukum penting, memastikan bahwa setiap perubahan dan

revisi dapat dilacak dengan baik dan disetujui sesuai dengan hierarki organisasi

yang berlaku.
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Saran

Saran untuk pengembangan aplikasi Produk Hukum dan JDIH ke depannya

meliputi:

1. Integrasi dengan Sistem Lain: Mengintegrasikan aplikasi ini dengan sistem

lain yang ada di perusahaan, seperti sistem HR atau ERP, untuk otomatisasi

proses administrasi yang lebih luas dan mengurangi redudansi data.

2. Peningkatan Keamanan Data: Meningkatkan protokol keamanan untuk

melindungi dokumen hukum yang sensitif, termasuk penggunaan teknologi

enkripsi yang lebih kuat dan autentikasi multi-faktor.

3. Penggunaan Artificial Intelligence (AI) untuk Analisis Dokumen:
Mengimplementasikan teknologi AI untuk analisis otomatis terhadap dokumen

hukum, membantu dalam proses validasi, pencarian informasi, dan

memberikan rekomendasi perbaikan dokumen.

Dengan adanya pengembangan ini, aplikasi Produk Hukum dan JDIH akan

semakin kuat dalam mendukung tata kelola hukum yang efektif, efisien, dan aman

di perusahaan.
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